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ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nafkah Iddah
Isteri yang Diminta Kembali oleh Mantan Suaminya di Desa Lembor Kec. Brondong
Kab. Lamongan” adalah hasil penelitian lapangan (feld research). Penelitian ini
bertujuan untuk menjawab pertanyaan; Apa saja faktor yang menyebabkan mantan
suami meminta nafkah iddah kembali dari mantan isteri di Desa Lembor Kec.
Brondong Kab. Lamongan? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Status
Nafkah Iddah Isteri yang Diminta Kembali oleh Mantan Suaminya di Desa Lembor
Kec. Brondong Kab. Lamongan?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan studi dokumentasi.
selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan
pola pikir induktif. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan
faktor penyebab mantan meminta nafkah iddah kembali dari mantan isteri. Pola pikir
induktif, yaitu diawali dengan menggambarkan sebuah obyek tentang realitas dari
hasil riset yang berupa faktor penyebab mantan suami meminta nafkah iddah
kembali dari mantan isteri di desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten
Lamongan, kemudian dilakukan penilaian berdasarkan teori dan dasar hukum yang
terkait dengan masalah tersebut, untuk selanjutnya diambil kesimpulan.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor penyebab mantan suami
meminta nafkah iddah kembali dari mantan isteri yang paling dominan adalah faktor
kesulitan ekonomi, karena berniat meminjam nafkah, isteri menyerahkan nafkah atas
dasar sukarela dan kasihan. Selain itu ada faktor-faktor lain seperti tidak mau
menyerahkan nafkah karena perceraian kesepakatan bersama, tidak ada sanksi
pelanggaran bagi suami yang meminta nafkah dari mantan isteri.

Menurut Tinjauan Hukum Islam bahwa faktor-faktor di atas tidak dapat
menghilangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah kepada isteri.
Imam Mazhab empat sepakat bahwa isteri yang ditalak raj’/ masih berhak
mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal. Hal ini juga senada dengan pasal 149
(b) KHI. Berkenaan dengan status nafkah iddah isteri yang diminta kembali oleh
suaminya adalah apabila menjadi hibah maka mantan suami tidak wajib
membayarnya, tetapi apabila status nafkah iddah itu menjadi pinjaman, maka
termasuk utang yang wajib dilunasi oleh mantan suami.

Dengan demikian diharapkan bagi mantan suami yang telah sanggup dan
membayar nafkah iddah di pengadilan seharusnya tidak meminta nafkah itu kembali
karena dapat merugikan pihak mantan isteri dan itu sudah kewajiban yang harus
dipenuhi pasca percearian. Sedangkan bagi mantan isteri jangan merasa takut untuk
tidak menyerahkan nafkah karena itu merupakan hak yang seharusnya ia peroleh
pasca perceraian.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkawinan tidak mustahil antara suami isteri terjadi perbedaan,
tidak saling percaya atau salah seorang melalaikan kewajibannya schingga
berakibat pada disharmoni keluarga. Percekcokan dan pertengkaran yang terjadi
terus menerus antara suami isteri, jika tidak segera diselesaikan, maka akan
dapat meluas di antara anggota keluarga besar suami dan isteri.

Dalam kondisi demikian, Islam memberikan jalan keluar dengan
diperbolehkan terjadi perceraian, artinya bahwa perceraian hanya sebagai
alternatif terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menyukai atau
mempermudah perceraian, atau dengan bahasa lain bahwa Islam tetap
memandang perceraian sebagai sesuatu yang dibenci atau sesuatu yang tidak
diinginkan terjadinya karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Hal ini

sebagaimana Sabda Nabi SAW :

"

obot oy GO0 e o) Gl B M ST G o e B0 (325 0606 2 o

Artinya: “Dari Muharib berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Allah
tidak menghalalkan sesvatu yang paling dibencinya selain daripada talak”
(H.R. Abi Dawud)’

' Abi Dawud Sulayman ibn al-As‘asy Sajastaniy, Sunan AbI Dawud Juz II, (Beirut Libanon:
Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1996), 120



Talak (cerai) merupakan peristiwa hukum putusnya perkawinan. Peristiwa
ini diupayakan sebagai jalan terakhir setelah menempuh perdamaian tetapi tidak
berhasil. Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar terakhir
pertengkaran suami-istri dalam berumah tangga, karena diharapkan untuk
menjaga hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, antara keluarga suami
dan keluarga istri, bahkan hubungannya dengan masyarakat tetap berjalan
dengan baik.

Perceraian adalah salah satu sebab terputusnya perkawinan, sebagaimana
pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat
putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.l Tahun 1974 pasal 39 (1) dan (2),
disebutkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak.

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami
isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Secara Yuridis, ketika telah terjadi perceraian antara suami isteri,

keduanya masih terikat dengan adanya hak dan kewajiban. Dengan terjadinya

? Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: PT Bulan
Bintang, Cet. IV, 2004), 157



perceraian tersebut, maka timbullah hak dan kewajiban antara suami isteri pada
waktu masa iddah. Para Fugaha’ sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj’s
masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami, tetapi para
Fuqaha masih berselisih tentang perempuan yang ditalak tiga (bain).?

Dalam perundang-undangan di Indonesia, apabila telah terjadi perceraian,
maka mantan suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana
ketentuan pasal 41 (¢) UU No.l Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa
pengadilan dapat memberikan kewajiban kepada mantan suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi
mantan isteri. Begitu pula dengan Pasal 149 (b) dalam KHI yaitu mantan suami
berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan isteri
selama dalam iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyiz
dan dalam keadaan tidak hamil.* Dan dalam pasal 152 KHI dijelaskan bahwa
mantan isteri berhak mendapat nafkah iddah dari mantan suaminya, kecuali
apabila ia pusyiz’

Dengan demikian bahwa salah satu akibat hukum perceraian adalah adanya
kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan

isteri. Al-Qur’an juga meletakkan tanggung jawab pada suami yang memberi

} Sayyid Sabiq, Fikih Sunah 8, Penerjemah: Mohammad Thalib, (Bandung: PT Al Ma’arif,
1980), 172

4 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 48
3 Ibid, 49



nafkah kepada isterinya, baik suami dalam keadaan kaya maupun miskin dan
kewajiban nafkah tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami. Nafkah isteri
dari suami itu dapat berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal,
ranjang, pelayanan dan yang lainnya. Nafkah tersebut tentunya disesuaikan
dengan tradisi setempat selama masih dalam lingkaran kaidah-kaidah syar7 ’at.8

Sedangkan nafkah iddah adalah nafkah yang harus diberikan mantan suami

kepada mantan isteri khusus dalam masa iddah (masa tunggu). Hal ini
berdasarkan Firman Allah Q.S. At-Talaq (65) ayat 7:
(vy 4 30T & 55 ) ol 56 55 s s 382 o8 542
Artinya “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memben
natkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”. (Q.S. At-Talaq: 7).

Dalam konteks figh Mazhab empat maupun perundang-undangan yang
berlaku telah dijelaskan tentang kewajiban mantan suami kepada mantan istri
dalam masa iddah, tetapi dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran. Salah
satu akibat peceraian, dimana suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap
hak isteri dan anak pada masa iddah telah banyak terjadi di tengah masyarakat.

Setelah terjadinya perceraian hakikatnya suami harus memberikan minimal

¢ Muh. Ya'qub Talib ‘Ubaidi, Afkam an-Nafagah az-Zawjiyah, Penerjemah: M. Ashim,
Natkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Perspektif Islam, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 47

! Departemen Agama Rl, a/-Qur’an dan Terjematinya, (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005),
560



perumahan pada mantan isteri dan anaknya. Berkenaan dengan kewajiban suami
tersebut, dalam KHI pasal 81 ayat 1 disebutkan “suami wajib menyediakan
tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau mantan isteri yang masih
dalam iddah. Dari bunyi ayat pasal di atas sudah jelas bagi setiap mantan suami
yang telah menceraikan isterinya wajib untuk menyediakan tempaf tinggal, atau
membolehkan isterinya untuk bertempat tinggal di rumahnya sampai batas iddah
habis.

Dalam proses persidangan hakim telah mewajibkan kepada suami untuk
memberikan nafkah iddah kepada mantan isteri. Demi mempercepat proses
perceraian, maka mantan suami membayar nafkah iddah secara kontan dalam
persidangan walaupun ada yang berniat ingin mengambil nafkah itu kembali di
luar persidangan.

Peristiwa hukum, dimana mantan suami meminta nafkah iddah kembali
dari mantan isteri banyak terjadi di masyarakat Desa Lembor Kecamatan
Brondong Kabupaten Lamongan. Banyak pasangan yang bercerai dimana mantan
suami tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada
mantan isterinya sesuai dengan putusan Pengadilan Agama. Keadaan seperti ini
tentu sangat merugikan pihak mantan isteri karena di sampingv menanggung
beban perceraian juga menanggung beban hidup yang sebelumnya tidak pernah

ditanggung.
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atau pihak mantan isteri. Para mantan suami yang meminta nafkah iddah
kembali dari mantan isteri karena berbagai alasan, diantaranya karena faktor
ekonomi, mayoritas mereka berekonomi lemah schingga mereka menjadi
sanggat hati-hati dan hemat akan pengeluaran termasuk untuk membiayai
mantan isteri. Di samping itu karena perceraian merupakan kesepakatan
bersama, oleh karena itu mereka tidak perlu untuk memberikan nafkah iddah dan
karena tidak ada sanksi bagi orang yang melanggarnya. Sedangkan bagi mantan
isteri yang mau menyerahkan nafkah iddah kepada mantan suami karena
beberapa alasan, diantaranya karena takut akan dianiaya mantan suami, merasa
kasihan kepada mantan suami yang keadaan ekonominya lebih sulit daripadanya.

Dari paparan di atas, tampak terjadi kesenjangan antara kenyataan yang
terjadi di tengah masyarakat bahwa mantan suami yang meminta nafkah iddah
kembali dari mantan isterinya itu bertentangan dengan ketentuan figh serta
Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b). Sedangkan status nafkah yang diminta
oleh mantan suami itu bermacam-macam, ada yang termasuk hibah, perampasan
hak dan pinjaman yang wajib dibayar kepada mantan isteri. Oleh karena itu
penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui skripsi dengan
judul : “Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Nafkah Iddah Isteri yang
Diminta Kembali oleh Mantan Suaminya di Desa Lembor Kecamatan Brondong

Kabupaten Lamongan”.

ok



B. Rumusan Masalah
1. Apa saja faktor yang menyebabkan mantan suami meminta nafkah iddah
kembali dari mantan isteri di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten
Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status nafkah iddah isteri yang
diminta kembali oleh mantan suaminya di Desa Lembor Kecamatan

Brondong Kabupaten Lamongan?

C. Kajian Pustaka
Penclitian tentang nafkah iddah terhadap isteri yang telah dicerai oleh
suaminya dengan berbagai aspek dan sudut pandang yang berbeda sudah banyak
dilakukan sebelumnya. Di antara judul skripsi yang berkaitaﬂ dengan masalah
nafkah iddah adalah :

1. Pujiati pada skipsinya yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Putusan PA
Bojonegoro Mengenai Nafkah untuk Mantan Isteri oleh Mantan Suaminya di
Lingkungan Masyarakat di Kecamatan Kanor” tahun 1999. Isi bahasan
mengenai efektifitas pelaksanaan putusan PA tentang nafkah untuk mantan
isteri.

2. Miftakhul Munir pada skripsinya yang berjudul “Putusan Pengadilan Agama
Bangil Tentang Pemberian Nafkah iddah Isteri yang Berada di Luar Tempat

Tinggal Suami Studi Analisis Hukum Islam” tahun 2005. Dalam skripsi ini

ol



ditekankan bahwa istri yang berada di luar rumah masih mendapatkan nafkah
iddah.®

3. Abdullah Hakim pada skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Adanya
Nafkah Iddah Bagi Isteri Dalam Cerai Talak  (Putusan
No:2310/Pdt.G.PA.Kab.Mlg)” tahun 2007. Fokus penelitiannya tentang
pertimbangan hakim dalam memutuskan adanya nafkah iddah bagi isteri dan
tidak dipenuhinya tuntutan isteri atas nafkah lahir yang telah lewat.’

4. Muhammad Noor Rofiq pada skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Putusan PA Sidoarjo Tentang Pemberian Nafkah Iddah
(Putusan No.1253/Pdt.G/2005/PA.Sda)” tahun 2006, Dalam skripsi ini inti
pembahasannya terletak pada apa yang menjadi dasar hakim dalam
memutuskan pemberian nafkah iddah meskipun tidak ada permohonan dari
isteri.

Titik perbedaan penelitian ini dengan beberapa skripsi sebelumnya adalah
pada pokok bahasan. Skripsi ini menjelaskan tentang faktor penyebab mantan
suami meminta nafkah iddah kembali dari mantan isteri dan status nafkahnya.

Padahal dalam KHI pasal 149 (b) disebutkan bahwa mantan suami wajib

® Miftakhul Munir, Putusan Pengadilan Agama Bangil tentang pemberian nafkah iddah istri
yang berada di luar tempat tinggal suami djtinjau dari hukum Islam, skripsi hal,8

® Abdullah Hakim, Analisis hukum Islam terhadap putusan pengadilan agama kabupaten

malang tentang adanya nafkab iddah bagi isteri dslam cerai talak (putusan
No:2310/Pdt.G.PA. kab.Mlg). skripsi hal 9

ulk



memberi nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada mantan isterinya selama
dalam iddah. Kemudian tinjauan hukum Islam terhadap status nafkah iddah isteri

yang diminta kembali oleh mantan suaminya.

D. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui faktor penyebab mantan suami meminta nafkah iddah kembali
dari mantan isteri di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kab. Lamongan.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap status nafkah iddah isteri yang
diminta kembali oleh mantan suaminya di Desa Lembor Kecamatan

Brondong Kabupaten Lamongan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian
Adapun hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat berguna dan
memberikan manfaat yang positif minimal memberi sumbangsih pemikiran bagi
disiplin ilmu secara umum, baik dari segi teoritis maupun praktis, antara lain:
1. Dari segi teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu
pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran di bidang hukum
perkawinan, khususnya mengenai kewajiban mantan suami untuk
memberikan nafkah iddah kepada mantan isteri.

2. Dari segi praktis (terapan)

il
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Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi
masyarakat Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan,
khususnya bagi mantan suami agar memberikan nafkah iddah kepada mantan
isterinya sesuai dengan putusan pengadilan tanpa ada alasan-alasan untuk
mengingkarinya. Sehingga kewajiban mantan suami memberikan nafkah
iddah kepada mantan isteri dilaksanakan dengan baik tanpa harus diminta

dan hak-hak isteri dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

F. Definisi Operasional
Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi di atas agar jelas
arah dan tujuannya, maka penulis menegaskan sebagai berikut :

Hukum Islam : Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah
Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan
diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat beragama
Islam.! Dalam skripsi ini hukum Islam yang digunakan
adalah pendapat ‘w/ama empat Mazhab yaitu Imam Hanafi,
Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal
serta Kompilasi Hukum Islam.

Mantan suami  : Status suami yang telah bercerai atas putusan pengadilan dan

meminta nafkah iddah kembali dari mantan isteri.

10 Rathurrahman Yamil, Filsafat Hukum Islam, (Takarta: T.ogos Wacana Tlmn, 1997), 12

£
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Nafkah iddah : Nafkah yang diberikan suami kepada istri pada waktu masa
iddah
Status nafkah  : Hukum dari uvang nafkah yang diminta mantan suami
Dari beberapa definisi tersebut di atas yang menjadi fokus pembahasan
penulis adalah faktor penyebab mantan suami meminta nafkah iddah kembali
dari mantan isteri dan status nafkahnya di Desa Lembor Kecamatan Brondong

Kabupaten Lamongan yang ditinjau dari hukum Islam.

. Metode Penelitian
Metode penelitian meliputi:
1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a. Data tentang suami isteri yang telah bercerai di Desa Lembor Kecamatan
Brondong Kabupaten Lamongan.

b. Data tentang mantan suami meminta nafkah iddah kembali dari mantan
isteri di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

c. Faktor penyebab mantan suami meminta nafkah iddah kembali dari
mantan isteri di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten
Laméngan.

2. Sumber Data
Sumber data yang diambil dari penyusunan skripsi adalah terdiri dari

data primer dan data sekunder.

)3
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a. Sumber Data Primer
Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang
memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan
dan berkaitan dengan penelitian'’, meliputi:
1) Suami isteri yang telah bercerai di Desa Lembor Kec. Brondong Kab.
Lamongan.
2) Mantan suami meminta nafkah iddah kembali dari mantan isteri di
Desa Lembor Kec. Brondong Kab. Lamongan.
b. Sumber Data Sekunder
Yakni data yang diperoleh dari kepala KUA, tokoh masyarakat,
atau sumber-sumber tidak langsung yang berupa buku-buku, artikel,
karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :
1) Undang-Undang No.l Tahun 1974 tentang Perkawinan
2) Kompilasi Hukum Islam
3) AbuDawud, Sunan Abu Dawud Juz IT.
4) ‘Abd. Rahman al-Jaziriy, a/ Figh ‘ala Mazahib al-Arba’ah.
5) Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah Juz IT.
6) Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum.

7) Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif

' Ramhang Sunggono, Merodolngi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1997), 116

Y



13

8) Muh. Ya’qub Talib ‘Ubaidi, Ahkam an-Nafagah az-Zawjiyah,
Penerjemah: M. Ashim, Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri
Perspektif Islam Nafkah Istri.

9) Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan.

10) Tbnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid.

11)Muhammad Jawad Mugniyah, Figih Lima Mazhab. Penerjemah:
Masykur A.B. et.l, a/ Figh ‘ala Mazahib al-Khamsah.

12) Imam Bukhari, Sahih Bukhari.

13) Murtadha Muthahari, Hak-hak Wanita dalam Islam (The Rights of
Women in Islam). Penerjemah: Ilyas Hasan

14) Fathur Rahman Jamil, Filsafat Hukum Islam

3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini
digunakan teknik sebagai berikut :
a. Wawancara
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya
dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview

guide (panduan wawancara)."?

12 Moh Nazir, Metode Penelitian Hukum, (Rogor: Ghalia Indonesia, 2005), 194

W
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Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan para mantan
suami yang meminta nafkah iddah kembali dari mantan isteri serta
mantan isteri yang mau menyerahkan nafkah iddah kembali kepada
mantan suami di Desa Lembor Kecamatan Brondong, dan juga kepala
KUA Kec. Brondong serta tokoh masyarakat yang berkaitan dengan
penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Yaitu menelaah sumber data sekunder secara mendalam berkaitan
dengan penelitian dan dokumen dari arsip pendaftaran cerai talak yang
ada di KUA Kecamatan Brondong dari hasil rekapitulasi terjadinya
perceraian Pengadilan Agama Lamongan KUA Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan khususnya data suami isteri yang telah bercerai di
Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

4. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data
ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan
tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.'
Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis akan

menganalisis data tersebut menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu

B 1.exy I Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Randimg: Remaja Rosdakarya, 2006),
103

ok
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menggambarkan faktor penyebab mantan suami meminta nafkah iddah
kembali dari mantan isteri dan alasan mantan isteri menyerahkan nafkah
iddah kepada mantan suami di desa Lembor Kec. Brondong Kab. Lamongan
kemudian menganalisis dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam al-
Qur’an, Hadis, KHI dan pendapat ‘Ulama untuk menilai fakta yang ada di
lapangan.

Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah pola pikir induktif, yaitu
metode yang diawali dengan menggambarkan sebuah obyek tentang realitas
dari hasil riset yang berupa faktor penyebab mantan suami meminta nafkah
iddah kembali dari mantan isteri di Desa Lembor Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan, kemudian dilakukan penilaian berdasarkan teori dan
dasar hukum yang terkait dengan masalah tersebut, untuk selanjutnya

diambil kesimpulan.

H. Sistimatika Pembahasan
Agar dalam pembuatan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa
- yang diharapkan oleh penulis, maka perlu disusun sistimatika pembahasan yang
terbagi dalam lima bab yang terdiri atas beberapa subbab sebagai berikut:
BABI  : Pendahuluan, terdiri dari ’latar belakang masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi

operasional, metode penelitian dan sistimatika pembahasan.

3



BAB II

BAB III

BABIV

BABYV
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: Landasan teori tentang nafkah meliputi pengertian nafkah, dasar

hukum nafkah, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, macam-
macam nafkah, kadar nafkah dan gugurnya nafkah, hak dan

kewajiban suami isteri dalam masa iddah dan harta dalam Islam.

: Memaparkan hasil penelitian atau data penelitian mengenai mantan

isteri tidak menuntut nafkah iddah kepada mantan swami. Terdiri
dari kondisi daerah penelitian, yaitu kondisi geografis, demografis,
pendidikan, sosial dan ekonomi serta agama masyarakat. Kemudian
jumlah perceraian di desa Lembor Kec. Brondong Kab. Lamongan
dan faktor penyebab mantan suami meminta nafkah iddah kembali

dari mantan isteri.

: Memaparkan analisis hukum Islam terhadap status nafkah iddah

isteri yang diminta kembali oleh suaminya di Desa Lembor

Kecamatan Brondong Kababupaten Lamongan.

: Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

5



BABII
TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH
DAN HARTA DALAM ISLAM

A. Pengertian Nafkah

Secara etimologi kata “nafkah” berasal dari bahasa Arab aiidl artinya

dWYly 3y all yaitu biaya, belanja, pengeluaran vang.' Jadi, nafkah artinya

memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup dan termasuk juga biaya pendidikan
anak.”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah berarti belanja hidup (uang)
pendapatan, suami wajib memberi kepada isterinya, rizki, bekal hidup sehari-
hari. Sedangkan nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria
kepada mantan isterinya berdasarkan putusan Pengadilan yang menyelesaikan
perceraian mereka.’

Secara istilah nafkah adalah :

e, ,

:r:o ’°, , L N B 7 e :rﬂﬁ YR :o:/.la.o:
ch\fut,,isﬁjy#,ngjgwwu,}ug,cmL. o

'Ahmad Warson Munawwir, Kamus al Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka
Progresif, Cet. 20, 2002), 1449

2 Slamet Abidin, Aminuddin, Figih Munakahat I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 162
? Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 667

17
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Artinya : ‘“Memenuhi kebutuhan isteri dari makan, tempat tinggal,
pembantu rumah tangga, obat-obatan walaupun isteri dalam keadaan kaya 4

Menurut ‘Abdur Rahman al-Jaziriy mendefinisikan bahwa nafkah secara

_bahasa berarti pengeluaran dan pemberian, masdarnya aiidl of 354l sedangkan

jamaknya adalah <\as. Sedangkan secara istilah nafkah berarti suatu

pengeluaran oleh seorang mukmin dengan maksud untuk menolong terhadap
orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah darinya berupa makanan,
pakaian, tempat tinggal dan hal-hal yang mempengaruhi seperti biaya-biaya
penerangan dan biaya lainnya.’

Nafaqah berarti belanja, kebutuhan pokok. Maksudnya ialah kebutuhan
pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. 6

Sebagian ahli figh berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-
kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang, dan tempat tinggal, sedang ahli
figh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok hanyalah pangan saja. Dari
kedua pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang merupakan

kebutuhan pokok yang minimun adalah pangan, sedangkan kebutuhan-

* Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz 11, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 2006), 539
5 * Abdur Rahman al-Jaziriy, al-Figh ‘ali Mazahib al- Arba’ah, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr,
1996), 482

 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: PT Bulan Bintang,
Cet. IV, 2004), 127
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kebutuhan yang lain disesvaikan dengan kemampuan dari orang-orang yang
berkewajiban memenuhinya.’

Yang dimaksud dengan nafkah isteri ialah kebutuhan pokok yang
diperlukan oleh isteri dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai
seorang isteri.® Kebutuhan isteri dapat meliputi makanan, pakaian, tempat
tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya.’

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
nafkah yang menjadi bahasan penulis di sini adalah suatu pemberian yang
merupakan kewajiban bagi seorang mantan suami terhadap mantan isteri yang
diceraikannya untuk memenuhi kebutuhan isteri tersebut akan makanan,
pakaian, tempat tinggal dan setelah terjadi perceraian berdasarkan putusan

pengadilan yang menyelesaikan perceraian tersebut.

B. Dasar Hukum Nafkah
Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri terdapat dalam
al-Qur’an dan al-Hadis. Hal ini menandakan bahwa persoalan nafkah memang
mendapat perhatian khusus dalam agama Islam. Berikut ini beberapa dalil yang

berkaitan dengan permasalahan nafkah :

7 Ibid
§ mbid, 129

® Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta:
Liberty, Cet. VI, 2007), 89
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1. Al-Qur’an

a. Surat al-Baqarah (2) ayat 233

b.

gy ,3‘;3‘ 5135 f(pl:;:jjl ss 5f al e ug.:lf u\]“ G&syj R “m‘}“}
3)355 Y3 U‘-:‘jjg ;:\é S Y Gt \Jlu,.,u by ,15, Y d_,ji.db ¢ 335055 4;.
(YYY: 5,2l J;J,au)bn é,,’ ,_Uy

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama duva
tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusvan. dan
kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan
cara ma'ruf seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban
demikian. (QS. Al-Bagarah (2) : 233)."

Yang dimaksud almawlud lah dalam ayat di atas ialah ayah, ar-
rizg maksudnya makanan secukupnya, Kkiswah artinya pakaian.
Sedangkan al-ma’ruf artinya yang dikenal menurut pengertian syara’
tidak terlampau kikir dan tidak berlebih-lebihan.''

Surat at-Talaq (65) ayat 6

oYyl 58355 &qﬁl’r—ﬁlﬁaﬁ;ﬁ,ﬁw y,,.s.w" ‘:ﬂg.,w- La,iet
ec‘/

L Iy Shsghl RGBT i J£
(1 Ml (5}-\ 4 @p,.....e (,.,L,u ‘:";3 N Py
Artinya : tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan
mereka untuk menyempitkan (hati) mercka. dan jika mercka (isteri-isteri

38

' Departemen Agama Rl, a/-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005),

"' Al Hamdani, Risalal Nikal, alih bahasa Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 145
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yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mercka menyusukan
(anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan
Jjika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) untukaya. (Q.S. at-Talaq (65) ayat 6)."

. Surat at-Talaq (65) ayat 7

;wwtu&ywsauiu&wﬁ)", £ 508 a5 4l e R 9> 3434
(V: M Bl o A a0 Hazezl BET U
Artinya : hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah
memberi natkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak
memikulkan beban kepada seseorang melainkan sckedar apa yang Allah
berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah
kesempitan. (Q.S. at-Talaq (63) ayat 7).”

Ayat ini menjelaskan kewajiban suami menafkahi isteri dan
anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuan suami, yakni jika
suami memiliki keluasan rizki, dia harus meluaskan (memperbanyak)
jatah nafkah untuk anak dan isterinya, begitu sebaliknya. Dengan

demikian ukuran nafkah adalah yang sesuai dengan kondisi suami dan

keluarganya.'

2. Al-Hadis

P

&

(sLaly A oly) $220 (e3le ooy SST13Y aaal) (K05 42EDH Gy

560

12 Departemen Agama R, al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung : Jumanatul Ali Art, 2005),

Y Ibid

' Muhammad Rasyid Ridha, Taf5ir al-Quran al-Hakim (Tafsir al-Manar), Juz 11, (Beirut:

al-Kutub al-Islamiyah, Cet. I, 1999), 112

Dar
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Artinya: hanya nafkah dan tempat tinggal atau kediaman untuk perempuvan
yang boleh dirujuki oleh suaminya (HR. Ahmad dan Nasa’i)."”’

Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bagi isteri yang
ditalak raj’;, maka ia mempunyai hak atas nafkah dari mantan suaminya.

Di samping hadis di atas ada juga hadis yang menjelaskan tentang
nafkah, yaitu :
G‘J"': :.:“33 ¢ C"""' J"J ol of l
Sy S G s » JG o Y ey B B fw;‘@,w.a

Vs ol )¢ PJJ"-J‘{

s 0

i Jns gt iz e of i 0

“Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah berkata: “Wahai Rasulullah
sesungguhnya Abu Sufyan itu suami yang sangat pelit. Ia tidak memberikan

natkah untuk memenuvhi kebutuhan hidupku dan anakku, kecvali harta yang
aku ambil darinya sementara ia tidak mengetahuinya. ‘“Kemudian Beliau
bersabda : ambillah harta itu secukupnya untuk keperluan hidupmu dan
anakmu dengan cara yang baik (wajar).” (H.R. Bukhari),

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memperbolehkan
Hindun mengambil harta Abu Sufyan sebagai tambahan untuk memenuhi
kebutuhan hidup dirinya dan anaknya, dalam kadar atau jumlah secukupnya

tanpa sepengetahuan Abu Sufyan. Secara umum, hadis di atas menjelaskan

bahwa seseorang yang hak (harta) nya berada di tangan orang lain dan belum

5 Ibuu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nibdyatul Muqtasid, Juz IV, (Beirut: Dar al -Kutub al-
‘Iimiyab, tt), 409

16 Abu ‘Abdullah Muhammad bin Isma"il al-Bukhari, Sha#fh al-Bukhary, Juz V11, (Beirut: Dar
al-Fikr, tt ), 85

W
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Pasal 149 KHI menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak,

maka bekas suami wajib:*'

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa
uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut gabla al dukhul.

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam
iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan
dalam keadaan tidak hamil.

¢. Meélunasi mahar yang masih terhitang seluruhnya dan separoh apabila
qabla al dukhul.

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai

umur 21 tahun.

Pemberian nafkah diberikan kepada mantan isteri dalam masa iddah.
Apabila habis masa iddahnya maka habislah kewajiban memberi nafkahnya,
pakaian dan tempat tinggal. Pada pasal 24 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975
disebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas
permohonan penggugat atau tergugat. Pengadilan dapat:

a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan
pendidikan anak;

c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-
barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang

menjadi hak isteri.

2l Team Fokus Media, Kompilasi Hukum Islam, 214
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C. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah
Adapun di antara sebab-sebab yang mewajibkan pemberian nafkah kepada
orang lain ada tiga sebab, yakni : hubungan perkawinan, hubungan Kekerabatan
dan hubungan kepemilikan.?
1. Hubungan Perkawinan
Apabila akad pernikahan telah terlaksana secara sah, maka sejak saat
itu kedua calon mempelai sudah terikat dalam ikatan perkawinan dan telah
resmi menjadi suami isteri. Untuk menciptakan dan membangun suatu
keluarga yang harmonis dan sejahtera, syariat Islam telah menetapkan aturan-
aturan berupa hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh setiap pasangan
suami isteri. Apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak yang harus
diterima isteri, begitu pula sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban isteri
merupakan hak yang harus diterima suami.
Adapun kewajiban suami terﬁadap isteri ada dua macam, yaitu:
kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immateril.
a. Kewajiban yang bersifat materil
Yang dimaksud dengan kewajiban materil adalah kewajiban yang
bersifat kebendaan (harta benda) termasuk di dalamnya mahar dan

nafkah.

22 Wahbah al-Zuhayliy, atFigh al-Islami Wa Adillatuhy, Juz X, (Beirut: Dar al-Fikr al-
Muashir, Cet. IV, 2002), 7349
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1) Mahar (mas kawin)
2) Nafkah
Kewajiban nafkah atas isteri mendapat legitimasi dari
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada pasal 80 ayat 2
KHI yang berbunyi : “Suami wajib melindungi isterinya dan
memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai
dengan kemampuann),'a”.23
Selain itu dalam hal nafkah, menurut Murtadha Muthahari,
sesungguhnya Islam telah memberikan kepada kaum wanita suatu
keuntungan yang belum permah ada sebelumnya dalam urusan
finansial dan ekonomi. Islam telah memberikan kepada mereka
kebebasan dan kemerdekaan penuh dalam hal finansial dan
melepaskan wanita dari pembatasan ruang kerja, schingga wanita
muslimah dapat bekerja di luar wilayah domestik mereka yang sejak
dulu mengekang potensi mereka. Meskipun Islam memberikan
kesempatan kepada kaum wanita untuk bekerja dan menghasilkan
uang, tidak berarti wanita berkewajiban untuk menanggung beban

belanja keluarga.®

 Undang-Undang Perkawinan....... 196

% Murtadha Muthahari, Hak-hak Wanita dalam Islam (The Rights of Women in Islam), Terj.
Ilyas Hasan, (Jakarta: P.T. Lentera Basritama, Cet. V1, 2000), 145
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Kewajiban suami yang telah ditetapkan Agama dalam hal
menanggung nafkah isteri tidaklah bebas tanpa syarat. Artinya
suami baru wajib menafkahi isterinya apabila isteri telah memenuhi
beberapa persyaratan.

Di antara syarat wajibnya isteri berhak menerima nafkah dari
suami menurut mayoritas ulama adalah sebagai berikut 2
a) Ikatan perkawinannya sah menurut hukum syara’.

b) Telah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Hal ini
berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW. Beliau bergaul dengan
Aisyah r.a. setelah dua tahun melaksanakan akad nikah. Selama
dua tahun itu beliau tidak memberi nafkah dan beliau tidak pula
mengganti atau membayar nafkah yang tidak beliau bayar itu
sampai beliau wafat.”®

¢) Suaminya memungkinkan bersenang-senang dengannya atau
dapat menikmati dirinya.

d) Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang
dikehendaki suaminya.

¢) Kedua-duanya dapat saling menikmati. Jika isteri masih kecil,

belum bisa diajak berhubungan, menurut ‘u/ama Malikiyah dan

B Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah.....148
26 K amal Muchtar, Asas-asas............ 131
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Syafi’iyah tidak wajib nafkah karena tidak didapatkan
kemungkinan untuk bersenang-senang dan tidak berhak ‘jwad
(pengganti) nafkah. ‘Ulama’ Hanafiyah berpendapat jika seorang
suami menahan isteri kecil dan tinggal bersama untuk bersenang-
senang maka wajib memberi nafkah. Suami kecil bersama dengan
isteri dewasa wajib memberi nafkah, karena kemungkinan
bersenang-senang dijumpai dari sisi isteri dan dari sisi suami
kurang dapat terpenuhi.?’

Jika salah satu syarat dari beberapa syarat di atas dapat
dipenuhi oleh scorang isteri, maka tidak ada alasan bagi seorang
suami untuk tidak memberikan nafkah kepada isteri. Begitu pula
sebaliknya apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh
seorang isteri, maka tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk
memberikan nafkah.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah, nafkah berhak
diberikan kepada isteri dengan dua cara :**

a) Nafakah at-Tamlik : nafkah yang diterima isteri karena adanya
suatu ketetapan hukum dari hakim atau kesepakatan bersama

suami, dan dibayarkan pada setiap waktu yang ditentukan sesuai

77 “Abdul Aziz Muhammad ‘Azam, ‘Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, Figh Munakahat,
(Jakarta: Amzah, 2009), 215

2 Abi Bakr Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsiy, a/-Mabsit, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Iimiyah, Cet. [, 2001), 169
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dengan keadaan suami, baik itu setiap minggu, setiap bulan atau
setiap tahun. Hal ini disebabkan karena suami kikir memberi
nafkah padahal ia mampu.

b) Nafakah at- Tamkin : nafkah yang diterima isteri bukan karena
adanya ketetapan hukum atau kesepakatan bersama suami, tetapi
karena dia telah hidup bersama suaminya selayaknya orang yang
telah berkeluarga.

Kewajiban yang bersifat Immateril
Selain menetapkan kewajiban yang bersifat materi, syariat Islam
juga menetapkan kewajiban yang bersifat immateril sebagai berikut :
1) Suami harus bergaul dengan isterinya dengan cara yang baik.
2) Menciptakan kehidupan rumah tangga yang aman dan tentram, rukun
dan damai yang dijalin dengan kemesraan dan kasih sayang.
3) Membantu tugas-tugas isteri terutama dalam hal memelihara dan
mendidik anak denga penuh tanggung jawab.”
Sedangkan kewajiban isteri terhadap suami sebagaimana ditetapkan

dalam KHI pasal 83, antara lain :

® Huzaemah T, Yanggo, Figh Perempuan Kontemporer, (Jakarta: al-Mawardi Prima, Cet. I,

2001), 110
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1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin
kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum
Islam.
2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga
sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*
2. Hubungan Kekerabatan
Faktor lain yang menyebabkan wajibnya nafkah adalah adanya
hubungan kekerabatan antara orang yang wajib memberi dan yang berhak
menerima nafkah.
Pemberi nafkah untuk kaum kerabat ini harus memenuhi persyaratan-
persyaratan berikut ini, diantaranya :

a. Kerabat yang akan diberikan nafkah adalah orang yang fakir dan tidak
memiliki harta serta belum baligh atau gila. Namun dikecualikan nafkah
untuk kedua orang tua, maka wajib keduanya menerima nafkah walaupun
dalam keadaan sehat dan mampu bekerja.”’

b. Bagi orang yang akan memberi nafkah harus dalam kondisi mampu dan

berkecukupan serta memiliki kelebihan jatah nafkah untuk dirinya sendiri,

3 Undang-Undang Perkawinan Indonesis, (Wacana Intelektual, Cet. I, 2007), 198
3! Syamsu al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbiniy, Mugniy al-Mubhtaj, 340

W
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dikecualikan bagi suami nafkah untuk isterinya tetap wajib dipenuhi
walaupun dia dalam keadaan miskin.*

c. Orang yang memberi nafkah merupakan saudara dekat dan memiliki
hubungan darah, sehingga menjadikan berhak menerima hak waris.

d. Nafkah untuk keluarga merupakan perbuatan untuk membantu dan
memberikan kesenangan kepada orang lain (kerabat) dan bukan merupakan
kewajiban, sehingga sewaktu-waktu dapat gugur.33

. Hubungan Kepemilikan (budak)

Nafkah untuk budak diwajibkan atas tuannya karena sang tuan telah
mengambil manfaat dengan mempekerjakan budak tersebut atas dasar
kepemilikan.

Dari ketiga hal inilah yang menyebabkan adanya kewajiban memberi

nafkah kepada orang lain, hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang

berbunyi :

¢S5 Y Ué&-:\:aﬂd;a-’f»—rlw}«:lﬁjﬂuhp—fsgl :J\.; .U.ﬂu.p)
0f 15 12 0% 5 28 0 4 2 A sz oev a0, e ,° .

5 G5 sxalad O Gf bl ,‘L ((J)NUC’\JJ\_"M\.).JUA uih.u\,
ol g 1 i

2 Abi Ishagq “Ali bin Yiusuf al-Syiraziy, al-Muhazzab.....213
3 Ibid, 214
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Artinya : sebaik-baik shodaqoh adalah apa yang ditinggalkan oleh orang
yang kaya dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangang yang ada di
bawah. Dan seseorang dari kamu hendaklah memberikan kepada orang yang
menjadi tanggungannya. Seorang wanita berkata : berikanlah makanan
kepada saya atau ceraikanlah saya, dan seorang hamba sahaya berkata :
berilah makanan kepada saya dan gunakanlah saya. Dan seorang anak
berkata : berilah pada saya makanan bagi orang yang memanggilku (anak).
Maka para sahabat berkata wahai Abu Hurairah apakah kata-kata ittu kamu
dengar langsung dari Rasulullah SAW? Beliau menjawab bukan ini dari
kecerdikankii. (H.R. Bukhari).**

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan satu kesimpulan bahwa
salah satu hal yang menjadi sebab adanya ketentuan nafkah seseorang
terhadap orang lain adalah karena adanya ikatan perkawinan antara seorang
laki-laki dan perempuan schingga dengan adanya ikatan perkawinan inilah

yang menjadi sebab bagi isteri untuk menerima nafkah dari suami dalam

kehidupan perkawinannya.

D. Kadar Nafkah
Mengenai kadar dan ukuran nafkah, tidak terdapat keterangan dari teks
al-Qur’an ataupun Hadfs yang menjelaskan dan memberikan batasan maksimum
atau minimum dari nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada isterinya.
Hanya saja dalam ayat 6 dan 7 surat a7-7alaq diberikan gambaran umum bahwa
nafkah itu diberikan kepada isteri menurut yang cukup untuk keperluan isteri
dan sesuai dengan penghasilan suami. Babkan ada yang berpendapat bahwa

jumlah nafkah itu harus pula disesuaikan dengan kedudukan isteri.

3% Imam Bukhari, Safif Bukhari, (Beirut Libanon : Dar al Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), 190
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Karena tidak adanya keterangan yang jelas dan spesifik tentang kadar
nafkah yang harus dikeluarkan, maka ahli figh berbeda pendapat dalam
menetapkan kadar nafkah yang harus diberikan kepada isteri. Perbedaan itu
muncul karena perbedaan mereka dalam menggunakan nash-nash syara’ sebagai
dalil serta perbedaan dalam memahaminya.

Berdasarkan pendapat Jumhur yang mengatakan bahwa tidak selamanya
status sosial-ekonomi suami isteri itu sama, dalam hal ini ada tiga pendapat
tentang siapa yang dijadikan ukuran penetapan nafkah, yaitu:*’

Pertama: pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan
ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan isteri
secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya
berbeda diambil standar menengah di antara keduanya. Yang dijadikan
pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di
antara suami dan isteri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam
menentukan standar nafkah.

Kedua: pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan
bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan isteri. Hal ini berdasarkan

firman Allah dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 233:

(Y77 Boaaly B30 048, 4 a5l e

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh Munahakat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, Cet.II, 2007), 170
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Artinya: dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu
dengan cara ma'ruf>

Pengertian ma’ruf dalam ayat ini adalah mencukupi.

Ketiga: pendapat Imam Syafi’i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang
dijadikan standar dalam ukuran nafaqah istri adalah keadaan dan kemampuan
ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ‘w/ama Syi’ah
Imamiyyah. Yang dijadikan landasan ‘u/ama’ ini adalah firman Allah surat at-

Talaq (65) ayat 7:

T G vy s 0 2Ky y i o6T & 5atls 6, ol 58 0ag e 5e ki 0 34
(V) el e iy Al ol
Artinya : hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi
nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan
beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.
Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
Selanjutnya ulama merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi
suami yang kaya (a/-musir) adalah dua mud (1 mud = 1 kati atau 800 gram)
atau 1 mud kurang lebih 1,5 kg.}” Bagi orang sedang (al-awsaf) adalah 1,5 mud,

dan bagi orang lemah/kurang mampu (a/-mu ’sir) adalah 1 mud.

3 Departemen Agama Rl, a/-Quran dan Terjemahnya, 38
37 Ibnu Rusyd, Bidayah...... 91
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Mayoritas ‘ulama’ mazhab Imamiyyah mengeluarkan pendapat bahwa,
nafkah itu diukur berdasar kebutuhan isteri yang mencakup pangan, lauk-pauk,
pakaian, tempat tinggal, pelayan, alat rumah tangga sesuai dengan tingkat
kehidupan orang-orang seperti dia di daerahnya, sedangkan Mazhab lain
mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran adalah kondisi suami bukan kondisi

isteri.®

E. Gugumya Nafkah
Meskipun para ulama mazhab telah sepakat bahwa nafkah merupakan
kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, namun ada beberapa keadaan yang
dapat menggugurkan kewajiban tersebut, yaitu:

1. Isteri yang masih kecil yang belum dicampuri meskipun ia sudah bersedia
untuk dicampuri.

2. Isteri nusyuz, durhaka atau berbuat maksiat terhadap suaminya atau tidak
melaksanakan kewajiban terhadap suaminya. Di antara bentuk nusyuz isteri
yang dapat menggugurkan hak nafkahnya adalah :

a. Isteri menempuh perjalanan jauh tanpa izin dari suaminya atau mendapat

izin tetapi kepergiannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.*’

%® Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, Penerjemah: Masykur et.cl, (Jakarta:
Lentera, Cet. 25,2010), 423

3% Saleh al-F auzan, Figh Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2006), 689
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b. Isteri menolak untuk pindah ke rumah suami tanpa ada alasan yang
syar’i.40
c. Isteri keluar rumah tanpa izin suami dan tanpa alasan yang syar’i.*!
d. Isteri menolak keinginan suami untuk berhubungan (jima?’) atau

bersenang-senang.

3. Isteri murtad, apabila kembali ke Islam maka nafkahnya kembali menurut
Syafi’i dan Hanbali.

4. Kematian suami atau isteri, apabila suami meninggal sebelum memberi

nafkah maka isteri tidak diperbolehkan mengambil nafkah dari harta

suaminya.

F. Hak dan Kewajiban Suami Isteri pada Masa iddah
1. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri yang Beriddah
a. Hak suami terhadap isteri yang beriddah
Hak suami terhadap isteri yang beriddah adalah hak untuk
merujuknya selama dalam masa iddah. Hak prioritas merujuk itu akan
hilang dengan berakhirnya masa iddah tersebut.*?
Dalam masalah rujuk para ‘ulama’ beselisih pendapat dalam

pelaksanaan hak tersebut, apakah harus dengan persetujuan isteri atau

“ Muhammad Ya’qub Thalib ‘Ubaidi, Nafkah Isteri, Penerjemah: M. Ashim, (Jakarta: Darus
Sunnah, Cet. 1, 2007), 166
4 ibid

42 Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munahakat, (Jakarta: Kencana, Cet. 11, 2006), 287
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tanpa persetujuannya.

Menurut pendapat ‘ulama Syafi’i bahwa fungsi rujuk adalah
mengembalikan suatu ikatan yang sedang berkurang untuk menjadi
sempurma, schingga ia berpendapat bahwa persetujuan isteri tidak
diperlukan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bidayatul Mujtahid
bahwa suami merujuk isteri pada talak raj’7 selama masih berada dalam
masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan isteri,* berdasarkan

firman Allah dalam surat al-Bagarah (2) ayat 228.

Sy Lele o A ghs s it o SIS 3 a3 ST edk;
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Artinya: Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti
itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang
ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan
daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha B/jaksaaa Q.S.
al-Baqarah (2) 228).*

‘Ulama Hanafi berpendapat bahwa fungsi rujuk adalah untuk
melangsungkan hak-hak yang ada dalam ikatan perkawinan yang akan

lepas, apabila tidak dirujuk sebelum masa iddah habis, oleh karena itu

persetujuan dari pihak isteri diperlukan sebagaimana hak itu ada ketika

akad nikah dulu.

* Ibnu Rusy, Bidayatul Mujtahid Juz Il (Analisa Fiqgh Para Mujtahid), Penerjemah: Imam
Ghazali Said, (Jakarta: Puataka Amani, Cet. III, 2007), 591

“ Departemen Agama Rl, al-Quran dan Terjfemahnya, 37
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Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 164 dan Pasal 165
disebutkan bahwa:
Pasal 164
“Seorang wanita dalam iddah talak raj’s berhak mengajukan keberatan
atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah disaksikan dua orang saksi”.
Pasal 165
“Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri dapat dinyatakan
tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”.

b. Kewajiban suami terhadap isteri yang beriddah

Kewajiban suami terhadap isterinya pada masa iddah adalah
memberi nafkah dan tempat tinggal yang layak kepada isterinya sesuai
dengan kemampuannya. Berdasarkan firman Allah Surat at-Talaq (65)

ayat 6

P
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Artinya : tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan
mez;ka untuk menyempitkan (hati) mereka......(Q.S. at-Talaq (65) ayat
6).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 juga disebutkan

5 Ibid, 560
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bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

1) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa
uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut gabla al dukhul.

2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama
dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz
dan dalam keadaan tidak hamil.

3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh
apabila gabla al dukhul.
4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum
mencapai umur 21 tahun:
2. Hak dan Kewajiban Isteri pada Masa Iddah
a. Hak isteri pada masa iddah

Isteri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-
hak dari mantan suaminya. Bentuk hak yang diterima tergantung pada
bentuk perceraian yang dialaminya.*’

Jumhur Ulama telah sepakat bahwa isteri yang telah ditalak
dengan talak raj’7 ia masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat
tinggal di masa iddahnya,*® karena talak raj’ masih dianggap dari
kelanjutan hubungan suami isteri. Mengenai nafkah iddah bagi isteri
yang sedang dalam iddah talak bain ada perbedaan pendapat diantara
para ahli figh, yaitu sebagai berikut:*’

1) Menurut pendapat Imam Hanafi

* Team fokus media, Kompilasi Hukum Islam, 214

7 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2003), 144
*® Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Juz 8. 172

* Abdurrahman Jaziry, a/-Figh.......... , 500
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Bahwa seorang mantan isteri yang berhak mendapatkan nafkah
dari suaminya adalah isteri yang ditalak ra/’i. Sedangkan bagi wanita
yang sedang dalam talak bain ia juga berhak atas nafkah seperti yang
ia terima sebelum terjadi perceraian, sebab ia harus tetap tinggal di
rumah suaminya selama masa iddah tersebut.

Menurut Imam Malik

Apabila perceraian itu talak raj’7 maka seorang isteri berhak
mendapatkan nafkah, baik ia dalam keadaan sedang hamil maupun
tidak hamil dan adanya kewajiban nafkah itu tidak gugur walaupun
ia meninggalkan rumah tempat iddahnya tanpa sepengetahuan atau
tanpa izin dari mantan suaminya. Sedangkan bagi wanita yang
tertalak bain maka tidak ada padanya kewajiban nafkah kecuali
tempat tinggal, tetapi apabila wanita tersebut dalam keadaan hamil,
maka ia berhak atas nafkah, meliputi; makanan, pakaian dan tempat
tinggal. Sedang bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya maka
ia tidak berhak atas nafkah, melainkan hanya berhak atas tempat
tinggal saja.

Menurut Imam Syafi’i

Nafkah itu wajib bagi seorang Isteri yang tertalak raj’i, baik

seorang wanita merdeka maupun hamba sahaya, baik dalam keadaan

hamil atau tidak hamil yang meliputi; makanan, pakaian dan tempat
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tinggal. Sedangkan wanita yang tertalak bain dan dalam keadaan
tidak hamil maka tidak wajib atas nafkah., apabila ia dalam keadaan
hamil maka ia berhak atas nafkah tersebut. Apabila suaminya
meninggal sedang ia dalam keadaan hamil, maka ia hanya berhak
atas tempat tinggal.
4) Menurut Imam ahmad bin Hanbal

Nafkah menjadi wajib bagi isteri yang tertalak raj’/ maka
nafkah itu sebagaimana nafkah bagi isteri dalam ikatan perkawinan
sebelumnya. Sedangkan bagi wanita yang tertalak bain, apabila ia
dalam keadaan hamil, maka ia berhak atas nafkah dari mantan
suaminya, tetapi apabila ia dalam keadaan tidak hamil, maka tidak
ada hak baginya atas nafkahnya.

Demikianlah beberapa pendapat ‘w/ama tentang sebab-sebab
mendapatkan nafkah, dan dari pendapat-pendapat di atas dapatlah
diambil suatu kesimpulan bahwa yang berhak mendapatkan nafkah dari
mantan suaminya adalah sebagai berikut:

1) Seorang isteri yang tertalak raj’7 baik ia dalam keadaan hamil atau
tidak hamil.

2) Seorang isteri yang tertalak bain sedang ia dalam keadaan hamil.
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3) Bagi isteri yang tertalak bain sedang ia dalam keadaan tidak hamil,
maka ia tidak berhak atas nafkah dari mantan suaminya kecuali
pendapat Imam Hanafi.

4) Bagi isteri yang ditinggal mati suaminya maka ia hanya berhak atas
tempat tinggal saja.

b. Kewajiban Isteri pada Masa Iddah
Seorang wanita yang menjalani iddah harus mentaati ketentuan
suami, karena pada dasarnya hubungan keduanya dalam hal nafkah dan
kepemimpinan tidak terputus, kecuali hanya masalah bercampur saja
yang tidak diperbolehkan, untuk mendapatkan haknya mantan isteri
harus mentaati apa saja yang menjadi keputusan suami isteri, seperti :
1) Tidak boleh keluar dari rumah dimana mereka dulu tinggal bersama

suaminya sebelum ia di talak.
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Artinya: Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan
Janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan
perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka
Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri,
kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu
sesuatu hal yang baru. (Q.S. at-Talag: 1).°

5 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, 559
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Berdasarkan ayat ini, menunjukkan bahwa perempuan yang di
talak raj’f itu tidak boleh keluar dari rumah dimana mereka dulu
tinggal bersama sebelum terjadi perceraian, begitu juga suaminya
tidak boleh mengusirnya sebab tinggal di dalam rumah itu adalah
hak isteri yang telah diwajibkan Allah selama ia masih dalam masa
iddah dan merupakan ketentuan syara’ yang tidak gugur hanya
karena izin. Jika mereka keluar pada malam atau siang hari, maka
yang demikian adalah haram dan tidak mengakibatkan berakhirnya
masa iddah,”!

2) Tidak diperbolehkan menerima tamu laki-laki selain saudaranya.
3) Wajib menjaga dirinya, tidak diperbolehkan menerima pinangan dan
smenikah dengan orang lain.

Apabila mantan isteri tidak dapat mentaati apa yang menjadi
ketentuan mantan suami, maka kewajiban mantan suami untuk
memberikan nafkah putus akibat ketidaktaatan yang dilakukan
mantan isteri.

Dalam KHI pasal 152 juga disebutkan bahwa bekas isteri

berhak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya keculi ia nusyuz.

! Ahmad Mustafa al-Maragiy, Tegemah Tafsir al-Maragiy, (Semarang: CV Thoha Putra,
1980), 230



G. Harta Dalam Islam
Islam sebagai ajaran yang menjelaskan segala sesuatu telah banyak berbicara
tentang harta. Harta bisa menjadi alat untuk mendapatkan surga, tetapi juga bisa

menjerumuskan ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah SWT :
(81 S . el §l;;rj| 33._:)' 2:,2’513 fj\;jl

Artinya : “harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunija.......”
(QS. Al Kahfi (18) : 46)*

Harta dalam bahasa Arab disebut, a/ mal yang berasal dari kata - :Li,.. - :J\-;

'3\;3 yang berarti condong, cenderung dan miring. Sedangkan harta (a/ mal) menurut

istilah adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk
disimpan hingga dibutuhkan.*

Untuk memperoleh harta dapat ditempuh dengan beberapa cara dengan
prinsip sukarela, menarik manfaat dan menghindari mudarat bagi kehidupan
manusia, memelihara nilai-nilai keadilan dan tolong-menolong serta dalam batas-
batas yang diizinkan syara’ (hukum Allah). Di antara cara untuk memperoleh harta

antara lain adalah:

*2 Departemen Agama RI, A/- Qur’an dan Terjemahannya, 299
53 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007 ), 9
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1. Hibah
hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk

kepentingan seseorang atau badan sosial, keagamaan atau untuk kepentingan

ilmiah.** Sedangkan dalam kitab I’amatwt Talibin dijelaskan bahwa yang

dimaksud hibah adalah : 5,31 5 Bl 16l J's8) cotomily e S b UL gl

Artinya: “hibah ialah menyerahkan hak milik tanpa imbalan dengan disertai

ijab qabul baik berupa ucapan maupun berupa isyarat”*
2. Pinjam-Meminjam atau Hutang

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam
memiliki utang kepada yang berpiutang (mu’ir). Setiap utang wajib dibayar
schingga berdosalah orang yang tidak membayar utang, bahkan melalaikan
pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu
perbuatan dosa.”

Dasar hukum pinjam-meminjam atau hutang adalah surat al-Maidah ayat 2
G 2 D o 1 el N e 1 N e T e
(Y) Ul Qs A O W 1, Oy (Y B 1A Y (50 1 L 10

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (inengerjakan) kebajikan

dan takws, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

54 Masjfuk Zuhdi, Stud; Islam, Jilid ITI, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.II, 1993)

3% Abu Bakr ad-Dimyati al-Bakri, "anatur Talibin, Juz Ifl, (Beirut: Dar al-Kutub al-*Timiyah,
1995), 142
56 Hendi Suhendi, Figh Muamalab..... 96
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BAB I
FAKTOR PENYEBAB MANTAN SUAMI MEMINTA NAFKAH
IDDAH KEMBALI DARI MANTAN ISTERI
DI DESA LEMBOR KEC.BRONDONG KAB.LAMONGAN

A. Gambaran Umum Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
1. Letak Geografis
Desa Lembor merupakan salah satu desa di Kecamatan Brondong,
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Berada di ujung baratdaya
Kecamatan Brondong. Dengan luas wilayah 14,375,5 ha, dengan luas
pekarangan 250,477,4 ha dan luas wilayah ini dibagi menjadi 12 RT dan 03
RW. Desa Lembor mempunyai batas wilayah yang bersebelahan desa

lainnya. Desa-desa yang menjadi batas Desa Lembor adalah :

- Sebelah Utara : Desa Brengkok Kecamatan Brondong
- = Sebelah Selatan : Desa Ngelap Kecamatan Laren
- Sebelah Barat : Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong
- Sebelah Timur : Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong.

Jarak desa Lembor ke Ibu Kota Kecamatan Brondong adalah 10 km
dengan waktu tempth 0,25 jam dan jarak ke Ibu Kota kabupaten Lamongan
adalah 55 km dengan jarak tempuh 1,5 jam.

Desa Lembor berada di kaki perbukitan Rahtawu dan dikelilingi oleh

hutan jati yang luas, desa ini dulu dikenal sebagai penghasil batu gamping.

47
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Sementara, untuk produk pertanian, bengkuang adalah komoditi andalan dari
petani desa Lembor. Namun, seiring dengan semakin tingginya tuntutan
hidup, pekerjaan sebagai pembakar batu gamping dianggap tak lagi bisa
mencukupi dan lambat laun mulai ditinggalkan. Hal yang sama juga terjadi
pada pertanian bengkuang. Sulitnya pemasaran dan besarnya biaya yang
dibutuhkan membuat budidaya bengkuang juga ditinggalkan.

Sejak akhir tahun 80-an, penduduk Lembor baik laki-laki maupun
perempuan lebih memilih untuk merantau ke Malaysia. Bahkan para pemuda
yang tamat SMA ataupun yang putus sckolah memilih bekerja di sana
daripada di desa Lembor sendiri. Sampai saat ini, Lembor menjadi salah satu
desa penyumbang TKI terbesar di kawasan Kecamatan Brondong.

. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk desa Lembor masuk dalam kategori produktif dengan
tingkat pertumbuhan penduduknya cukup tinggi, pada tahun 2009 diketahui
bahwa wilayah desa Lembor dihuni 623 KK (kepala keluarga) dan jumlah
penduduk keseluruhan 2341 jiwa terdiri dari 1158 orang laki-laki dan 1183
orang perempuan.

. Pendidikan

Pendidikan masyarakat Lembor masih beragam ada yang tidak sampai

tamat SD, berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan tingkat

pendidikan SMP sederajat, dan SMA sederajat. Selain itu, ada pula beberapa
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orang yang meneruskan jenjang pendidikannya hingga sampai perguruan
tinggi maupun pondok pesantren.
Tabel 1

Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lembor

NO Tingkat Pendidikan Jumlah
1. | Penduduk tidak tamat SD/sederajat 197 orang
2. | Penduduk tamat SD/sederajat 894 orang
3. | Penduduk tamat SLTP/sederajat 583 orang
4. | Penduduk tamat SLTA/sederajat 212 orang
5. | Penduduk tamat D-1 -__orang
6. | Penduduk tamat D-2 17 orang
7. | Penduduk tamat D-3 - orang
8. | Penduduk tamat S-1 33 orang
9. | Penduduk tamat S-2 1 orang
10. [ Penduduk tamat S-3 - orang

(Daftar Isian Data Dasar Profil Desa Lembor Tahun 2009)
Salah satu cara mempermudah suatu masyarakat dalam mendapat
pendidikan adalah tersedianya sarana dan fasilitas pendidikan dan kemudahan

dalam menjangkaunya. Sarana pendidikan yang ada di desa Lembor sampai

saat ini adalah :
Tabel IT
Sarana Pendidikan Desa Lembor
No Jenis Gedung Jumlah
1 |TK 2
2 | Ibtidai’yah 2
3 { MTs 1

(Daftar Isian Data Dasar Profil Desa Lembor Tahun 2009)
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4, Sosial dan Ekonomi

Perckonomian masyarakat desa Lembor, terbilang masih menengah
kebawah, disebabkan masyarakat desa Lembor mayoritas bermata pencarian
sebagai petani, mata pencarian masyarakat selain bertani adalah sebagai
pedagang kecil, yang setiap hari berjualan di pasar. Dan ada sebagian kecil
masyarakat ada yang menjadi guru dan bekerja di instansi pemerintah (PNS).

Merincikan perekonomian suatu masyarakat, dapat dilihat dari mata

pencarian penduduknya. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel I

Data Pekerjaan Penduduk Desa Lembor

No Pekerjaan Jumlah
1 | Petani 500 orang
2 | Disektor jasa/Pedagang 35 orang
3 | Disektor Industri 40 orang
4 | Guru 32 orang
5 | PNS 3 orang

(Daftar Isian Data Dasar Profil Desa Lembor Tahun 2009)
Kondisi sosial masyarakat desa Lembor masih mencerminkan sifat
gotong royong sebagaimana ciri khas masyarakat desa pada umumnya. Hal
ini dilihat dari partisipasi masyarakat saling membantu jika ada suatu hajatan

atau musibah yang menimpa salah satu anggota masyarakat tanpa

mengharap pamrih.
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Masyarakat ini juga mempunyai banyak kegiatan dalam membangun
keakraban dalam bidang sosial, diantaranya :
a. Acara tahlilan dan yasinan jika ada yang meninggal dunia.
b. Pengajian rutin ibu-ibu, tiap satu minggu.
¢. Pengajian rutin bapak-bapak tiap malam jum’at
d. Diba’an atau sholawatan (remaja putri dan putra) tiap satu minggu sekali.
e. Memperingati hari-hari besar seperti maulid Nabi, isra’ mi’raj Nabi, dan

penyambutan bulan ramadhan atau malam nuzulul Quran.

. Agama Masyarakat

Penduduk desa Lembor merupakan penduduk yang mayoritas beragama
Islam, hal ini dapat dilihat dengan adanya masjid dan surau (musola) serta
tidak adanya fasilitas keagamaan lainnya. Dalam pengamalan beragama
masih tergolong cukup baik dalam hal ibadah. Akan tetapi dalam bidang
mu’amalah, masyarakat ini banyak yang tidak memahami tentang hukum
dalam bidang mu’amalah. Hal ini terjadi karena latar belakang pendidikan
masyarakat sebagian besar hanya tamat SD.

Salah satu penilaian tentang agama suatu masyarakat adalah
pendidikan keagamaan masyarakat, kegiatan keagamaan masyarakat dan
tersedianya fasilitas sarana ibadah di desa tersebut. Data sarana ibadah di

desa Lembor adalah :
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. Tabel IV
Data Sarana Ibadah Desa Lembor
No Sarana Ibadah Jumlah
1 | Masjid 2
2 | Musolah 7

B. Jumlah Perceraian di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Tahun 2007-2010

Menurut Pak Hafidz dan berdasarkan arsip pendaftaran cerai talak yang

ada di KUA Kecamatan Brondong dari hasil rekapitulasi terjadinya perceraian

Pengadilan Agama Lamongan KUA Kecamatan Brondong Kabupaten

Lamongan khususnya desa Lembor bahwa jumlah perceraian tahun 2007-2010

adalah sebagai berikut:'

Tabel V

Jumlah Perceraian di Desa Lembor Tahun 2007-2010

NO NAMA TAHUN | NO.PUTUSAN BESAR | PELAKSA
NAFKAH | NAAN
1. | Abd. Hamid 2007 No. 600.000 | Nafkah
Sarti 1010/Pdt.G/2006/ dibayar
PA.Lmg. seluruhnya
2. | Masiram 2007 No. 1.000.000 { Nafkah
Zumiati 226/Pdt.G/2007/PA diminta
.Lmg. seluruhnya
3. | Anam Muharim | 2008 No. 500.000 | Nafkah
Mulyatin 965/Pdt.G/2007/PA diminta
Lmg, seluruhnya

! Pak Hafidz, Wawsncars, KUA Kecamatan Brondong , 20 Maret 2010.

W
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4. | Wartono 2008 No. 1.000.000 | Nafkah
Ismunatun 866/Pdt.G/2008/ diminta
PA.Lmg, sebagian
S. Kastcha 2008 No. 700.000 Nafkah
Astutik Kiroatin 763/Pdt.G/2008/ diminta
PA.Lmg. seluruhnya
6. | Kasrum Bukhori | 2009 No. 1.200.000 | Nafkah
Elisa Titin Nur 2041/Pdt.G/2008/ dibayar
PA Lmg. seluruhnya
7. | Moh. Shohib 2009 No. 600.000 | Nafkah
Maria Ningsih 2277/Pdt.G/2008/ dibayar
PA.Lmg. seluruhnya
8. | Martolan 2009 No. 1.500.000 | Nafkah
Muyasilah 39/Pdt.G/2009/PA. diminta
Lmg. sebagian
9. | Jumali 2010 No. 800.000 | Nafkah
Umiyatul 1625/Pdt.G/2009/ diminta
Aminah PA.Lmg. sebagian
10. | Suwarto 2010 No. 500.000 | Nafkah
Sarmuning 2325/Pdt.G/2009/ diminta
PA.Lmg. seluruhnya

(Buku Pendaftaran Cerai Talak di KUA Kecamatan Brondong)

C. Faktor Penyebab Mantan Suami Meminta Nafkah Iddah Kembali dari Mantan
Isteri di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
Di desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan (desa
penelitian), dalam hal pembayaran nafkah iddah (dalam bahasa mereka disebut
ingon) kadang-kadang para mantan suami membayarnya secara kontan di depan
sidang Pengadilan Agama atau terkadang menghutangnya untuk beberapa
tempo waktu dan terkadang bersiasat dengan membayarnya secara kontan di
muka sidang Pengadilan, tetapi setelah keluar dari pengadilan ia meminta lagi

separoh ataupun seluruhnya nafkah yang telah dibayarnya di muka pengadilan.

ok
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Para mantan suami ini beralasan bahwa meskipun ia mengajukan perceraian
tetapi perceraian itu merupakan kepentingan bersama, sehingga ia memintanya
kembali sebagian atau seluruh biaya tersebut dari mantan isterinya di luar
pengadilan, karena merasa takut terkadang para mantan isterinya memberikan
apa saja yang diminta mantan suaminya tersebut sehingga mereka tidak
memperoleh haknya sebagaimana apa yang telah diputuskan dalam sidang
pengadilan agama tanpa bisa bertindak apa-apa. Peristiwa seperti itu dapat
dipicu oleh banyak hal, baik dari pihak mantan suami maupun dari pihak mantan
isteri sebagaimana dalam keterangan berikut ini:

1. Faktor Penyebab Mantan Suami Meminta Nafkah Iddah Kembali dari

Mantan Isteri

Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus yang akan
dibahas satu persatu. Antara lain:

Pertama, pada kasus Zumiati, Zumiati menikah dengan Masiram pada
tanggal 4 September 2006 dan tidak dikaruniai anak. Selama masa
perkawinan kehidupan rumah tangganya tidak harmonis, selalu terjadi
pertengkaran sehingga Zumiati sampai dipukul dan terjadi pendarahan. Awal
terjadi pertengkaran karena suami tidak pernah jujur dalam masalah
penghasilannya dan pada tanggal 20 Maret 2007 mercka resmi bercerai.
Proses persidangan berjalan lancar sampai empat kali sidang. Pada saat

persidangan hakim juga mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah

W
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iddah kepada suaminya dan ia sanggup untuk membayar nafkah iddah sebesar

1.000.000 secara kontan di depan majelis hakim. Setelah keluar dari

persidangan tepatnya di musholla nafkah iddah yang diberikan kepada

Zumiati itu diminta seluruhnya karena dia bilang akan membayarnya di

rumah dengan hutangnya. Ternyata sampai di rumah nafkah itu tidak ia

kembalikan karena itu hanya alasan mantan suaminya agar bisa mengambil
nafkah itu kembali. Adapun faktor penyebab bapak Masiram meminta nafkah
iddah kembali adalah sebagai berikut:?

a. Merasa takut uangnya akan berkurang, apalagi harus menyerahkan
kepada mantan isteri maka tidak mau karena perceraian merupakan
kesepakatan bersama.

b. Berniat meminjam nafkah yang dikasikan kepada mantan isteri kemudian
akan diganti di rumah dengan hutang-hutangnya. Oleh karena itu
terpaksa meminta nafkah dengan cara paksa karena pada awalnya tidak
dikasikan,

¢. Takut pada anaknya hasil perkawinan yang pertama karena sebagian vang
dibawa oleh anaknya.

d. Tidak ada sanksi bagi orang yang meminta nafkah dari mantan isterinya.

Kedua, Tbu Mulyatin menikah dengan bapak Anam Muharim pada

tanggal 18 Agustus 2002 dan bercerai pada tanggal 06 Februari 2008. Sebab

2 Bapak Masiram, Wawancars, Rumah Bapak Masiram, 10 April 2010.

]
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terjadinya perceraian karena keluarga ibu Mulyatin dari awal tidak setuju

Mulyatin menikah dengan bapak Anam karena pengangguran. Meskipun

perkawinan sudah berjalan beberapa tahun akhirnya merecka memutuskan

untuk bercerai padahal mereka berdua masih suka. Dalam proses persidangan
hakim mewajibkan kepada bapak Anam untuk memberikan nafkah iddah
kepada ibu Mulyatin, akhirnya sanggup memberikan sebesar 500.000 rupiah.

Di luar persidangan nafkah itu diminta bapak Anam kembali akhirnya ibu

Mulyatin menyerahkannya. Adapun alasan Bapak Anam Muharim maminta

nafkah iddah kembali ialah:’

a. Faktor ekonomi, karena keadaan ekonomi yang sulit dan pekerjaan yang
tidak pasti, maka nafkah yang sudah ia berikan kepada isterinya diminta
kembali untuk biaya hidup sehari-hari.

b. Isteri merasa kasihan dengan kondisi mantan suami yang ekoniminya
lebih sulit, oleh karena itu ketika nafkah iddah yang sudah diberikan
diminta kembali ia berikan dengan ikhlas.

c. Karena sama-sama masih suka makanya mantan isteri rela kalau nafkah
diminta kembali.

Ketiga, Tbu Ismunatun menikah dengan Bapak Wartono pada tanggal

15 Agustus 1977 dan dikaruniai 3 orang anak. Kehidupan rumah tangganya

selalu harmonis dari tahun ke tahun. Pada suatu hari mereka bertengkar dan

? Bapak Anam Muharim, Wawancars, Rumah Bapak Anam Muharim, 11 April 2010.

P
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terjadi percekcokan antara keduanya dan berujung pada perceraian pada
tanggal 12 November 2008. Sebab terjadinya perceraian karena faktor
ekonomi dan percekcokan yang terus menerus. Pada saat persidangan hakim
mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah iddah kepada isterinya
sesuai dengan kemampuannya, akhirnya suami sanggup memberkan nafkah
iddah sebesar 1.000.000 rupiah dan dibayar langsung di pengadilan.

Kemudian setelah keluar dari persidangan nafkah iddah tersebut diminta

sebagian oleh mantan suami secara paksa karena mantan isteri tidak bisa

menghalangi akhirnya uang tersebut berhasil direbut. Adapun alasan mantan
suami meminta nafkah iddah kembali antara lain adalah:*

a. Kesulitan ekonomi, pada dasarnya alasan mereka bercerai karena kondisi
ekonomi yang sulit, demi mempercepat proses perceraian maka mantan
suami rela meminjam uang untuk membayar nafkah iddah, oleh karena
itu ia meminta nafkah iddah kembali dengan paksa untuk mengembalikan
hutangnya, walaupun isteri tidak rela dan berusaha menyembunyikannya
akhirnya nafkah itu berhasil direbut mantan suami.

b. Kurang memahami masalah hukum, dipengaruhi kurangnya pengetahuan
dan pendidikan yang memadai, di samping itu tidak pernah ada sosialisasi
hukum kepada masyarakat sehingga kewajiban memberi nafkah sesuai

dengan putusan pengadilan tidak dilaksanakan dengan semestinya.

4 Bapak Wartono, Wawancara, Rumah Bapak Wartono, 11 April 2010.
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c. Merasa yakin bahwa isteri tidak akan memperkarakan masalah nafkah
karena biayanya sangat mahal daripada nafkah yang ia minta, di samping
itu perceraian merupakan urusan pribadi apalagi berkenaan dengan
masalah nafkah iddah (ingon), kalau memperkarakan maka akan
diketahui orang banyak.

Keempat, Ibu Astutik Kiroatin menikah dengan Bapak Kastoha pada
tanggal 24 Agustus 1987 dan dikaruniai 2 orang anak. Mereka berdua
memutuskan bercerai karena merasa tidak ada kecocokan lagi dan rumah
tangga sudah tidak harmonis bahkan berpisah merupakan jalan yang terbaik
bagi keduanya. Dalam persidangan hakim mewajibkan kepada mantan suami
untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan isterinya dan ia sanggup
memberikannya sebesar 700.000 rupiah. Di luar persidangan bapak Kastoha
meminta nafkah iddah itu kembali karena ia telah memberikan sebagian
hartanya kepada Ibu Kiroatin dan anak-anaknya sebelum mereka bercerai,
oleh karena itu bapak Kastoha merasa bahwa harta itu sudah cukup dan tidak
perlu memberikan nafkah iddah lagi. Faktor penyebab Bapak Kastoha
maminta nafkah iddah kembali dari mantan isteri yaitu:

a. Karena sebagian besar harta sudah diberikan kepada mantan isteri
sebelum perceraian, oleh karena itu ia meminta nafkah iddah kembali

karena termasuk bagiannya.



59

b. Mantan isteri masih suka, sehingga merasa kasihan kepada mantan suami
sehingga ia rela menyerahkan nafkah iddah kembali.

c. Nafkah iddah tidak penting lagi, yang penting mantan suami sepakat
masih mengunjungi anaknya.

Kelima, kasus Ibu Muyasilah. pada tanggal 06 April 1998 bu Muyasilah
menikah dengan bapak Martolan dan selama perkawinan mereka berdua tidak
dikaruniai anak. Pada tahun pertama perkawinan kehidupan rumah tangganya
berjalan harmonis sehingga mereka berdua memutuskan untuk pergi ke
Malaysia untuk bekerja. Awal tahun 2009 sering terjadi percekcokan dan
pertengkaran antara ibu Muyasilah dan bapak Martolan sehingga berakhir
pada perceraian tanggal 03 Juni 2009. Asal mula pertengkaran berawal dari
Martolan yang suka dengan wanita yang lebih muda dari isterinya, karena ibu
Muyasilah merasa cemburu akhirnya sering terjadi keributan dan kemudian
mereka berdua sepakat untuk bercerai. Pada proses persidangan Hakim
mewajibkan kepada Martolan untuk memberikan nafkah iddah kepada ibu
Muyasilah sesuai dengan kemampuannya kemudian Bapak Martolan sanggup
memberikan sebesar 1.500.000 rupiah dan nafkah tersebut dibayar kontan di
pengadilan. Ketika di luar pengadilan bapak Martolan meminta sebagian

nafkah itu kembali karena merasa takut dan sudah tidak suka akhirnya nafkah
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itu diberikan. Di antara faktor penyebab Bapak Martolan meminta nafkah

iddah kembali adalah:’

a. Mantan isteri kaya dan bisa untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari,
sehingga mantan suami tidak perlu untuk memberikan nafkah iddah.

b. Tidak suka dengan mantan isteri, oleh karena itu nafkah diminta dan
diserahkan oleh mantan isteri karena tidak mau berhubungan lagi dengan
mantan suami apalagi mengurus masalah nafkah.

¢. Kurang memahami masalah hukum, dipengaruhi kurangnya pengetahuan
akan hukum yang baik mengakibatkan kesadaran hukum tidak tertanam
secara baik dalam diri mereka, sehingga mereka berusaha mengelabuhi
dan tidak mentaati secara benar. Hal ini didukung juga bahwa walaupun
UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI memuat adanya
kewajiban suami membayar nafkah, tetapi tidak memuat pasal-pasal
pemberian hukuman bagi pelanggarnya

Keenam, pada tanggal 15 Mei 2002 Ibu Umiyatul Aminah menikah
dengan Bapak Jumali, pada awal perkawinan kehidupan rumah tangganya
sangat harmonis, tetapi pada awal 2010 kehidupan yang harmonis itu berubah
tidak harmonis lagi sampai berujung pada perceraian yang terjadi pada
tanggal 25 Maret 2010. Dalam masa sidang perceraian Hakim mewajibkan

kepada bapak Jumali untuk memberikan nafkah iddah kepada ibu Aminah

5 Bapak Martolan, Wawancara, rumah Bapak Martolan, 12 April 2010.
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sesuai dengan kemampuannya. Akhirnya bapak Jumali sanggup memberikan

sebesar 800.000 rupiah. Pada saat di luar pengadilan sebagian nafkah itu

diminta kembali oleh Jumali. Alasan bapak Jumali maminta nafkah iddah

kembali, antara lain:®

a. Berniat meminjam nafkah untuk keperluan sehari-sehari karena tidak
punya uang lagi.

b. Isteri rela menyerahkan nafkah tersebut meskipun dengan keadaan
terpaksa untuk menghindari keributan.

c. Perceraian merupakan kesepakatan bersama, oleh karena itu tidak perlu
mengeluarkan dan memberi nafkah yang banyak kepada isteri.

Ketyjuh, pada tanggal 08 Agustus ibu Sarmuning menikah dengan -
bapak Suwarto. Kemudian bercerai pada tanggal 10 februari 2010 alasan
mereka berdua bercerai karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ibu
Sarmuning sering mendapat pukulan dan aniaya dari suaminya sehingga
merasa tidak tahan dan memutuskan untuk bercerai. Pada saat sidang
perceraian hakim mewajibkan kepada bapak Suwarto untuk memberikan
nafkah iddah kepada Sarmuning menurut kemampuan dan kesanggupannya,
kemudian ia sanggup memberikan nafkah sebesar 500.000 rupiah secara

kontan, Ketika di luar persidangan sebagian nafkah itu diminta kembali oleh

¢ Bapak Jumali, Wawancara, Rumah Bapak Jumali, 13 April 2010.

W3k



62

bapak Suwarto. Faktor penyebab Bapak Suwarto meminta nafkah iddah

kembali ialah:’

a. Isteri menyerahkan nafkah ketika diminta karena merasa takut
dengannya.,

b. Keadaan ekonomi yang sulit, oleh karena itu dalam proses persidangan
terpaksa memberikan nafkah demi mempercepat proses persidangan dan
nafkah diminta kembali oleh mantan suami di luar persidangan.

c. Kurang memahami masalah hak dan kewajiban pasca perceraian yang
penting perceraian sudah diputuskan. |

. Alasan Mantan Isteri Menyerahkan Nafkah iddah Kepada Mantan Isteri

Pada dasarnya dalam proses persidangan Hakim telah mewajibkan
kepada mantan suami untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan isteri
sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Bahkan kalau mengatakan
tidak sanggup dan belum mampu memberikan nafkah iddah, maka hakim
akan menunda persidangan dan tidak akan memutuskan perceraian sampai
mantan suami sanggup untuk membayarnya. Demi mempercepat proses
persidangan sebagian besar mantan suami di desa Lembor memberikan
nafkah iddah secara kontan di depan majelis hakim, meskipun di luar
persidangan mereka berniat untuk mengambil kembali nafkah yang ia

berikan kepada mantan isterinya yang penting perceraian cepat di putus.

7 Bapak Suwarto, Wawancars, Rumah Bapak Suwarto, 13 April 2010.
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Sehingga hak mantan isteri tidak dapat diperoleh sesuai dengan putusan
pengadilan.
Adapun alasan yang mempengaruhi mantan isteri menyerahkan nafkah
iddah kepada mantan suami adalah sebagai berikut:
a. Faktor ekonomi
Karena biaya untuk memperkarakan nafkah iddah itu mahal, mereka
tidak mempunyai uang bahkan mereka takut kalau biaya untuk
memperkaraka nafkah iddah lebih mahal daripada hak nafkah yang akan
ia peroleh. Disamping itu harus menghabiskan waktu yang banyak yang
dapat menghambat aktifitas mereka.®
b. Faktor pendidikan
Mayoritas dari mereka berpendidikan kurang memadai (mayoritas
tamat SD), sehingga pengetahuan mereka kurang terutama dalam masalah
hukum, sehingga tidak mengerti bagaimana cara memperkarakan nafkah.’
c. Takut dianiaya oleh mantan suami, karena sebagian dari mereka bercerai
sebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).'?

d. Takut pada anak mantan suami (anak tirinya)."'

8 Ibu Mulyatin, Wawancara, Rumah Ibu Mulyatin, 13 April 2010.

® Ibid :

10 Tbu Sarmuning, Wawancars, Rumah Ibu Sarmuaing, 14 April 2010.
" Ibu Zumiati, Wawancars, Rumah Ibu Zumiati, 14 April 2010
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e. Mantan suami niat meminjam dan akan dikembalikan dengan hutangnya
pada waktu di rumah.'?

f. Masih suka dengan mantan suami, sebab mereka bercerai bukan karena
kehendak sendiri.”

g. Merasa kasihan dengan mantan suami, karena kondisi ekonomi mantan
suami lebih sulit darinya.™

h. Tidak suka dengan mantan suami karena merasa haknya telah direnggut
dan merasa dirugikan.'®

i. Sebagian besar harta sudah dikasikan mantan isteri dan anaknya sebelum
terjadinya perceraian, oleh karena itu ia minta nafkah iddah kembali.'®

j. Yang terpenting mantan suami masih peduli dan mau menjenguk

anaknya.l7

2 bid

B Ibu Astutik Kiroatin, Wawancara, Rumah Ibu Astutik Kiroatin, 15 April 2010
" Tbu Mulyatin, Wawancars, Rumah Ibu Mulyatin, 15 April 2010.

BIbu Muyasilah, Wawancara, Rumah Ibu Muyasilah, 16 April 2010

1% 1bid

' Ibu Astutik Kiroatin, Wawancara, Rumah Ibu Astutik Kiroatin, 15 April 2010
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BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS NAFKAH
IDDAH ISTERI YANG DIMINTA KEMBALI OLEH MANTAN
SUAMINY A DI DESA LEMBOR KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Mantan Suami Meminta
Nafkah Iddah Kembali dari Mantan Isteri |

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam BAB III bahwasanya jumlah
perceraian di desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan pada tahun
2007-2010 adalah 10 pasangan suami isteri. Dalam pelaksanaan pembayaran nafkah
oleh mantan suami di desa Lembor secara formal sesuai dengan apa yang diputuskan
Pengadilan Agama, tetapi sebagian besar ada yang menyalahi ketentuan yang telah
disepakati sebelumnya dalam sidang Pengadilan Agama, yang mana dapat
merugikan pada pihak mantan isteri. Dalam hal ini pengadilan tidak mengetahuinya
karena hal itu dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama.

Adapun mantan suami yang membayar nafkah iddah seluruhnya ada 3 suami,
sedangkan mantan suami yang meminta sebagian nafkah iddah kembali di luar
persidangan ada 3 suami, dan mantan suami yang meminta seluruh nafkah iddah
dari mantan isterinya di luar persidangan ada 4 suami.

Dari data lapangan di atas dapat disimpulkan bahwa mantan suami yang

meminta nafkah iddah kembali dari mantan isteri di luar persidangan lebih banyak
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daripada yang membayarnya sesuai dengan putusan pengadilan. Padahal mantan
suami yang melakukan penyimpangan tersebut telah membayar nafkah iddah secara
kontan dalam persidangan, Hal inilah yang dapat merugikan pihak mantan isteri
karena mercka merasa takut atau dapat ancaman dari mantan suaminya sehingga
mereka terpaksa memberikan hak yang seharusnya mereka peroleh walaupun tidak
rela dan merasa dirugikan.

Nafkah iddah merupakan hak isteri pada masa iddah dan kewajiban suami
melaksanakannya pada masa iddah. Para fugaha’ dengan tegas mengatakan bahwa
isteri dalam masa iddah berhak atas nafkah iddah.

Secara formal pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal nafkah di desa
Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan pada umumnya telah
dilaksanakan sesuai dengan putusan hakim, dengan demikian telah memenuhi
putusan-putusan hukum Islam yang berlaku, akan tetapi ada beberapa putusan
dalam dalam hal nafkah ini yang yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya
oleh mantan suami di desa Lembor, untuk mempercepat proses perceraian mereka
membayar nafkah iddah secara kontan di depan sidang pengadilan tetapi sewaktu
keluar dari pengadilan nafkah tersebut dimintanya kembali.

Praktek yang dilaksanakan oleh mantan suami ini telah menyalahi hukum
yang berlaku, karena apa yang dilakukan telah menyalahi ketentuan hukum al-

Qur’an, di antaranya surat at-Talaq ayat 7
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Artinya : hendaklah orang yang mampu membet.l nafkah menurut
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah
memberi natkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak
memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah
berikan kepadanya. Allah kelak akan membenkan kelapangan sesudah
kesempitan. (Q.S. at-Talag (65) ayat 7).

ini menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada

isterinya sesuai dengan kemampuannya, baik isteri dalam keadaan kaya atau susah.

Bahkan dijelaskan dalam ayat 6 surat a¢-Talaqg yang berbunyi :

Ayat

4 o.’ ol ‘,’/_ 2. ° ° . or o °
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Artinya : tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri
yang sudah ditalag) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan
(anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan
Jika kamu menemui kesulitan Maka perempuzn lain boleh menyusukan
(anak itu) untuknya. (Q.S. at-Talaq (65) ayat 6)°

ini memberikan indikasi bahwa seorang suami yang telah menceraikan

isterinya dituntut untuk memberikan tempat tinggal kepada isterinya yang sudah

! Departemen Agama RI, al-Quran dan Tefjemahnys, (Bandung : Jumanatul Ali Art, 2005),
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dicerai selama masa iddah, karena masa iddah merupakan kelanjutan kehidupan

rumah tangga. Dalil al-Qur’an ini senada dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

(sl y Al ol g5 30 Gl Gty D87 151 a0als 5880, aaad G

Artinya. ‘hanya natkah dan tempat tinggal atau kediaman untuk perempuan
yang boleh dirujuki oleh suaminya” (HR. Ahmad dan Nasa’i)?

Dalil al-Qur'an dan hadis di atas menunjukkan bahwa suami yang telah
mentalak isterinya selama masa iddah berkewajiban untuk memberikan nafkah dan
tempat tinggal kepada mantan isteri.

Di samping itu, praktek yang dilakukan mantan suami dengan mengambil
kembali nafkah iddah yang telah diberikan kepada mantan isterinya itu menyalahi
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi hukum
Islam, padahal sudah jelas disebutkan dalam pasal 149 (b) yang menyatakan
bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : “memberi
nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas
isteri telah dijatuhi talak b4in atau nusyiz dan dalam keadaan hamil”.

Dengan demikian, secara jelas mewajibkan bagi mantan suami tersebut untuk
memenuhi kewajibannya dan sebagai pihak yang mengajukan talak kepada

pengadilan dan permohonannya dikabulkan maka sudah seharusnya ia menunaikan

3 Tonu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Juz IV, (Beirut: Dar a -Kutub al-
‘Iimiyah, tt), 409
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nafkahnya secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang ada, karena pada dasarnya
nafkah itu ditentukan berdasarkan kemampuan dan kesanggupan suami serta
kesepakatan kedua belah pihak.

Untuk menentukan besarnya nafkah iddah perlu adanya kesepakatan dari
kedua belah pihak (suami dan isteri) dalam jumlah pembayarannya. Hal ini untuk
memberi peluang kepada pemohon agar tidak terlalu berat dalam pembayaran
nafkah iddah dan juga untuk mngukur kemampuan pemohon. Memang hakim punya
hak untuk menentukan jumlah nafkah iddah isteri. Tujuan kesepakatan itu agar
putusan tersebut dapat mudah dieksekusi atau dilaksanakan.

Sebagaimana pendapat Imam Syafi’i bahwa yang dijadikan standar ukuran
nafkah isteri adalah keadaan dan kemampuan ckonomi suami. Pendapat ini

berdasarkan pada firman Allah dalam surat at-Talaq (65) ayat 7:

2
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Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi natkah menurut kemampuannya.
dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang
melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan
kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. at-Talag (65) ayat 7).*

Dalam beberapa kasus sebagaimana yang telah dijelaskan di BAB III bahwa

semua mantan suami sanggup memberikan nafkah iddah kepada mantan isterinya,

bahkan nafkah tersebut dibayar secara kontan di dalam persidangan. Tetapi hal ini

* Departemen Agama Rl, al-Quran dan Terjemabnya......560
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dimaksudkan untuk mempercepat proses persidangan dan perceraian segera putus,

meskipun sebagian besar mantan suami akan mengambil kembali nafkah iddah yang

sudah ia berikan kepada mantan isteri di luar persidangan.

Adapun faktor penyebab mantan suami meminta nafkah iddah kembali dari

mantan isteri di desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan adalah:

1.

Faktor ekonomi, karena keadaan ekonomi yang sulit dan pekerjaan yang tidak
pasti, maka nafkah yang sudah ia berikan kepada isterinya diminta kembali
untuk biaya hidup sehari-hari.

Berniat meminjam nafkah yang dikasikan kepada mantan isteri kemudian akan
diganti di rumah dengan hutang-hutangnya. Oleh karena itu terpaksa meminta
nafkah dengan cara paksa karena pada awalnya tidak dikasikan,

Merasa takut uangnya akan berkurang, apalagi harus menyerahkan kepada
mantan isteri maka tidak mau karena perceraian merupakan kesepakatan
bersama.

Isteri merasa kasihan dengan kondisi mantan suami yang ekonominya lebih
sulit, oleh karena itu ketika nafkah iddah yang sudah diberikan diminta kembali
ia berikan dengan ikhlas.

Takut pada anaknya hasil perkawinan yang pertama karena sebagian uang
dibawa oleh anaknya.

Tidak ada sanksi bagi orang yang meminta nafkah dari mantan isterinya.

o
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Kurang memahami masalah hukum, dipengaruhi kurangnya pengetahuan dan
pendidikan yang memadai, di samping itu tidak pernah ada sosialisasi hukum
kepada masyarakat schingga kewajiban memberi nafkah sesuai dengan putusan
pengadilan tidak dilaksanakan dengan semestinya.

Merasa yakin bahwa isteri tidak akan memperkarakan masalah nafkah kal;ena
biayanya sangat mahal daripada nafkah yang ia minta, di samping itu perceraian
merupakan urusan pribadi apalagi berkenaan dengan masalah nafkah iddah
(ingon), kalau memperkarakan maka akan diketahui orang banyak.

Karena sebagian besar harta sudah diberikan kepada mantan isteri sebelum
perceraian, oleh karena itu ia meminta nafkah iddah kembali karena termasuk
bagiannya.

Mantan isteri masih suka, sehingga merasa kasihan kepada mantan suami
sehingga ia rela menyerahkan nafkah iddah kembali.

Nafkah iddah tidak penting lagi, yang penting mantan suami sepakat masih
mengunjungi anaknya.

Mantan isteri kaya dan bisa untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari,
sehingga mantan suami tidak perlu untuk memberikan nafkah iddah.

Tidak suka dengan mantan isteri, oleh karena itu nafkah diminta dan diserahkan
oleh mantan isteri karena tidak mau berhubungan lagi dengan mantan suami

épalagi mengurus masalah nafkah.
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14. Isteri rela menyerahkan nafkah tersebut meskipun dengan keadaan terpaksa
untuk menghindari keributan, |
( BAB III, Halaman 55-62)

Fenomena dan praktek seperti itu seharusnya harus dihilangkan dan tidak
perlu untuk dilaksanakan karena akan merugikan pihak mantan isteri. Padahal dalam
Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah
disebutkan secara jelas pada Pasal 149 KHI menyatakan bilamana perkawinan putus
karena talak, maka bekas suami wajib:’

1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau
benda, kecuali bekas isteri tersebut gabla al dukhul.

2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah,
kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan

tidak hamil.
3. Melun_asi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila gabla a/
4. g&ﬂg{e‘ﬁkan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur
21 tahun.

Dengan demikian tidak ada alasan bagi mantan suami untuk tidak
melaksanakan kewajiban membayar nafkah iddah kepada mantan isteri karena itu
merupakan akibat hukum perceraian.

Secara manusiawi hakim mempertimbangkan secra logis, bahwa kedua belah
pihak sudah tidak dapat dihindari, karena sudah jelas tujuan rumah tangga yang

bahagia dan kekal tercapai. Konsekuensi hukum dari perceraian suami diwajibkan

memberi nafkah iddah pada mantan isteri.

5 Team Fokus Media, Kompilasi Hukum Islam, 214
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Islam datang dengan memberi perhatian yang sangat besar untuk melindungi,
mengayomi dan memperjuangkan hak-hak wanita, perhatian dan rasa keadilan pada
mantan isteri ini diwujudkan secara formal dalam Undang-undang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam yang bersumber dari hukum Islam yang ada, adapun yang
terjadi keputﬁsan hakim tidak lain demi kemaslahatan, seperti dijelaskan dalam

kaidah :

plball i e 28 Gl 055

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan™

Demikian halnya dengan kaidah di atas, yaitu lebih diutamakan menolak suatu
bahaya atau kerusakan dari perbuatan yang mungkin terjadi akibat kelalaian kurang
tanggung jawabnya dari pihak suami untuk mengambil sebuah kebaikan atau
manfaat terhadap pengayoman dan rasa keadilan bagi isteri.

Maksud dari kaidah figih diatas jelas ada kaitanya dengan pertimbangan
hukum hakim. Hakim mengutus pemberian nafkah iddah untuk suami kepada
mantan isteri, dari segi kemafsadatan yang sering terjadi karena pihak Pengadilan
Agama tidak selalu dapat memantau secara penuh pelaksanaan terhadap keputusan
yang diberikan pada waktu suami diwajibkan memberi nafkah iddah pada mantan

isteri, suami dengan sengaja tidak mau melakukan pemberian nafkah iddah atau

SA. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikilh; Kaidah-kaeidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalali-masalsh yang Praktis, (Jakarta: Kencana, Cet. I1, 2007), 164
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tidak mau melaksanakannya seolah-olah begitu perceraian sudah final disaat itu
pula suami merasa terbebas dari beban akibat hukum perceraian.

Hakim menghawatirkan pihak mantan suami membangkan kewajibannya,
pada saat kondisi perceraian suami dilihat mampu dan bersedia melaksanakan
pemberian nafkah kepada isteri. Hakim berusaha memberi rasa keadilan dan
perlindungan hak pada mantan isteri dan menghindari kecurangan dari pihak suami.

Diantara kewajiban isteri selama masa iddah untuk diharuskan tetap tinggal
dirumah yang ia diami sebelumnya bersama suaminya tidak halal baginya untuk
berpindah rumah dan tidak pula halal bagi suami mengeluarkannya dari rumah itu,
sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat at-Talaq (65) ayat 6:

Jo= Nl s oy el ‘:;-ﬂj Sh 0 V) 1S b 12K B &)KL‘
bl i S e 18
Artinya : tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalag) itu
sedang hamil, Maka benkan]ab kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin....
(Q.S. at-Talaq (65) ayat 6).”

Jadi selama masa iddah tersebut nafkah masih menjadi beban suami seperti

masih dalam ikatan perkawinan.

Dalam hal ini Imam Mazhab empat (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’i

dan Imam Ahmad bin Hanbal) sepakat bahwa perempuan yang berada dalam masa
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iddah masih barhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Dari beberapa pendapat

Imam Mazhab empat dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang berhak

mendapatkan nafkah dari mantan suaminya adalah sebagai berikut:

1. Seorang isteri yang tertalak raj’7 baik ia dalam keadaan hamil atau tidak hamil.

2. Seorang isteri yang tertalak bain sedang ia dalam keadaan hamil.

3. Bagi isteri yang tertalak bain sedang ia dalam keadaan tidak hamil, maka ia
tidak berhak atas nafkah dari mantan suaminya kecuali pendapat Imam Hanafi.

4. Bagi isteri yang ditinggal mati suaminya maka ia hanya berhak atas tempat
tinggal saja.

Dengan demikian nafkah iddah termasuk kewajiban suami terhadap isteri
yang di cerai karena dalam masa tersebut isteri tidak boleh menikah dengan laki-
laki lain dan tidak boleh keluar dari rumah yang telah disediakan untuk suaminya.

Setelah terjadi parceraian seorang suami tidak begitu saja terlepas dari
tanggung jawabnya, melainkan mempunyai tanggungan sebagaimana kewajiban
selama mercka masih dalam ikatan perkawinan.

Nafkah iddah merupakan hak mantan isteri berdasarkan pertimbangan majelis
hakim, sehingga dengan dimintanya kembali nafkah iddah oleh mantan suami
merupakan perbuatan yang dapat merugikan pihak mantan isteri. Oleh karena itu
pada waktu persidangan hakim mengusahakan dan berusaha memberikan

perlindungan kepada pihak isteri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
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dengan memintakan nafkah iddah sesuai dengan kemampuan mantan suami tanpa

membebankannya.

Dengan upaya-upaya tersebut hak-hak mantan isteri dapat terpenuhi secara
pasti dan terjamin, walaupun pasal 41 ¢ UU No.1 tahun 1974, pasal 149 Kompilasi
Hukum Islam, pasal 24 (21) PP No. 9 tahun 1975 sebagai pasal yang mendasari
adanya kewajiban nafkah, tetapi pasal-pasal tersebut tidak memuat hukuman bagi
pelanggarnya.

Walaupun mantan isteri telah mendapatkan perlakuan yang merugikan dirinya
dan hak nafkah iddah yang scharusnya ia dapat diambil kembali oleh mantan
suaminya, namun hal itu tidak membuat mantan issteri di desa Lembor untuk
menuntut nafkah iddah kembali, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun
faktor-faktor penyebab mantan isteri tidak menuntut nafkah iddah kepada mantan
suami di desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan adalah:

1. Faktor ekonomi, karena biaya untuk memperkarakan nafkah iddah itu mahal,
mereka tidak mempunyai uang bahkan mereka takut kalau biaya untuk
memperkarakan nafkah iddah lebih mahal daripada hak nafkah yang akan ia
peroleh. Disamping itu harus menghabiskan waktu yang banyak yang dapat
menghambat aktifitas mereka.

2. Takut berurusan dengan pengadilan, karena memproses perkara membutuhkan

biaya yang mahal dan dapat menyita aktifitas mereka.
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Faktor pendidikan, sebagian besar mantan isteri hanya tamat SD bahkan ada
yang tidak pernah sekolah. Oleh karena itu tidak mengerti bagaimana cara
memperkarakan nafkah iddah tersebut.

Takut dianiaya oleh mantan suami, karena sebagian dari mereka bercerai sebab
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Takut pada anak mantan suami (anak tirinya).

Masih suka dengan mantan suami, sebab mereka bercerai bukan karena
kehendak sendiri.

Merasa kasihan dengan mantan suami, karena kondisi ekonomi mantan suami
lebih sulit darinya.

Tidak suka dengan mantan suami, kerena merasa haknya telah direnggut dan
merasa dirugikan.

Sebagian besar harta sudah diberikan kepada mantan isteri dan anaknya

sebelum terjadi perceraian.

10. Yang penting mantan suami masih peduli dan mau menjenguk anaknya.

11. Mantan suami niat meminjam dan akan mengembalikan pada waktu di rumah

(BAB III, Halaman 63-64)

Melihat fenomena seperti ini, tidak seharusnya mantan suami mengambil

kembali nafkah iddah yang sudah ia bayar secara kontan di depan pengadilan,

meskipun mantan isteri tidak memperkarakan nafkah iddah kembali dan sudah

seharusnya bagi mantan suami untuk mengembalikan nafkah iddah yang ia minta
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dari mantan isteri dan anggap saja itu sebagai hutang yang wajib dibayar, karena
pada dasarnya nafkah itu ditentukan berdasarkan kemampuan dan kesanggupan

suami serta kesepakatan kedua belah pihak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Nafkah yang Diminta oleh Mantan
Suami dari Mantan Isteri

Untuk mengetahui status nafkah yang diminta oleh mantan suami dari
mantan isteri, maka dapat dilihat dari faktor penyebab mantan suami meminta
nafkah iddah kembali dari mantan isteri dan dari alasan mantan isteri menyerahkan
nafkah kepada mantan suaminya.

Pertama, bagi mantan suami yang keadaan ekonominya lebih sulit daripada
mantan isteri, antara mantan suami dan isteri keduanya sama-sama masih suka,
kemudian isteri merasa kasihan dan rela menyerahkan nafkah kepada suami, maka
status nafkah yang diminta oleh mantan suami itu termasuk hibah atau pemberian
dari mantan isteri secara sukarela dan atas dasar kasih sayang. Oleh karena itu
nafkah tersebut tidak wajib dibayar.

Kedua, bagi mantan suami yang berniat meminjam nafkah mantan isteri
maka wajib bagi mantan suami untuk membayarnya, apabila mantan suami tidak
membayar, maka status nafkah menjadi hutang dan hutang tersebut tidak gugur
kecuali telah dilunasi atau dibebaskan oleh isteri. Bagi orang yang melalaikan

pembayaran utang itu termasuk aniaya dan salah satu perbuatan dosa, apalagi
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nafkah yang diserahkan oleh mantan isteri itu atas dasar tolong-menolong dan itulah
gambaran orang yang berhati mulia walaupun nafkah yang telah diberikan
kepadanya diminta kembali tetapi ia tetap menyerahkannya sebagai pinjaman.

Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:
¥y 95383y Sy o 145065 ¥ 3380 S o 15

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS.
Al-Maidah (5) 2).°

Ketiga, bagi mantan suami yang meminta nafkah dengan cara paksaan
sehingga isteri terpaksa menyerahkan nafkah karena takut kepadanya, maka nafkah
itu juga termasuk hutang dan wajib dilunasi. Cara memperoleh nafkah seperti ini
termasuk perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip sukarela

yaitu merampas hak orang lain, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang

berbunyi: (VAN) ‘_}bLJb ’°’ ',SJ l,lf’b Ny

Artinya: “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang

lain di antara kamu dengan jalan yang bathil "(QS. Al-Baqarah (2) 188).°

8 Ibid, 106
° Ibid, 29



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah yang penulis susun, maka dapat disimpulkan
dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, bahwasanya faktor penyebab mantan suami meminta
nafkah iddah kembali dari mantan isteri di desa Lembor Kecamatan
Brondong Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: faktor yang paling
dominan adalah faktor ekonomi karena kondisi sosial ekonomi mantan suami
yang lebih sulit daripada mantan isteri, suami berniat meminjam nafkah dan
akan mengembalikan pada waktu di rumah, isteri menyerahkan dengan
sukarela karena atas dasar kasihan dan masih suka, disamping itu, karena
kurang memahami masalah hukum karena dipengaruhi pngetahuan yang
kurang memadai sehingga tidak melaksanakan putusan sebagaimana
mestinya, tidak mau mengeluarkan uang karena perceraian kesepakatan
bersama, isteri terpaksa menyerahkan karena tidak suka dengan mantan
suami, sebagian besar harta sudah diberikan kepada mantan isteri dan
anaknya sebelum terjadi perceraian.

2. Dalam tinjauan hukum Islam sebagaimana pendapat Imam Mazhab Empat
mereka sepakat bahwa isteri yang ditalak raj’7 masih berhak mendapatkan

nafkah dan tempat tinggal. Hal ini juga senada dalam KHI Pasal 149 (b) KHI
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yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas
suami wajib: “Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri
selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz
dan dalam keadaan tidak hamil”. Berkenaan dengan status nafkah iddah isteri
yang diminta kembali oleh mantan suaminya, apabila status nafkah iddah
menjadi hibah, maka mantan suami tidak wajib membayarnya, tetapi apabila
status nafkah iddah menjadi pinjaman baik secara paksaan maupun tidak,

maka nafkah itu termasuk utang yang wajib dilunasi oleh mantan suami.

B. Saran
Adapun saran yang bisa penulis sampaikan dalam tulisan ini adalah sebagai
berikut: |

1. Hendaklah aparat penegak hukum di PA dan pegawai KUA mengadakan
penyuluhan hukum di desa-desa terutama masalah akibat hukum perceraian
berkenaan dengan hak dan kewajiban suami isteri pasca perceraian.

2. Bagi mantan suami yang telah membayar nafkah iddah di pengadilan
seharusnya tidak meminta nafkah iddah kembali karena dapat merugikan
pihak isteri dan nafkah merupakan kewajibannya pasca perceraian.
Sedangkan bagi mantan isteri jangan merasa takut kepada mantan suami
untuk tidak menyerahkan nafkah karena itu merupakan hak yang seharusnya

ia terima pasca perceraian sesuai dengan putusan pengadilan.
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